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ABSTRAK

DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS
PERLUASAN AKSES DAN KESEMPATAN DI INDONESIA

PERIODE 2018-2022

OLEH
ANNISA MARDHOTILA

Perluasan akses dan kesempatan di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam
pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
infrastruktur pembangunan terhadap Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan (IPAK)
salah satu pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Indonesia pada
periode 2018-2022. Infrastruktur yang dikaji mencakup infrastruktur jalan, listrik, air,
dan telekomunikasi. Penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder dari Badan
Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas yang diolah menggunakan regresi data panel
dengan pendekatan FEM dari 34 provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
variabel infrastruktur jalan dan air berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPAK
sedangkan infrastruktur listrik berpengaruh negatif dan tidak signifikan dan
infrastrukrur telekomunikasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPAK.
Hal ini menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur pembangunan dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Temuan ini memberikan dampak
penting bagi kebijakan pembangunan, terutama dalam mengurangi kesenjangan
wilayah di Indonesia. Analisis tipologi menunjukkan ketimpangan infrastruktur yang
mencolok antarwilayah, dengan wilayah Indonesia timur seperti Papua dan NTT
berada dalam kategori infrastruktur dan IPAK rendah. Implikasi dari penelitian ini
menegaskan pentingnya perumusan kebijakan berbasis tipologi daerah, guna
mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan pencapaian ekonomi yang
lebih inklusif.

Kata Kunci: Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan (IPAK), Infrastruktur
jalan, listrik, air dan telekomunikasi



ABSTRACT

THE IMPACT OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ON THE INDEX
EXPANDING ACCESS AND OPPORTUNITY IN INDONESIA FOR THE

PERIOD 2018-2022
BY

ANNISA MARDHOTILA

Expanding access and opportunity in Indonesia is still a major challenge in national
development. This study aims to analyze the effect of development infrastructure on
the Expanded Access and Opportunity Index (IPAK), one of the pillars of the Inclusive
Economic Development Index (IEDI) in Indonesia in the 2018-2022 period. The
infrastructure studied includes road infrastructure, electricity, water, and
telecommunications. This study used secondary data from the Central Bureau of
Statistics (BPS) and Bappenas processed using panel data regression with the FEM
approach from 34 provinces. The results show that road and water infrastructure
variables have a positive and significant effect on IPAK while electricity infrastructure
has a negative and insignificant effect and telecommunications infrastructure has a
positive and insignificant effect on IPAK. This emphasizes the importance of equitable
infrastructure development in promoting inclusive economic growth. These findings
have important implications for development policy, especially in reducing regional
disparities in Indonesia. The typology analysis shows stark infrastructure inequality
between regions, with eastern Indonesian regions such as Papua and NTT falling into
the low infrastructure and IPAK categories. The implications of this research
emphasize the importance of regional typology-based policy formulation, in order to
promote equitable infrastructure development and greater economic achievement.

Keywords: Access and Opportunity Expansion Index (IPAK), road, electricity,
water, and telecommunications infrastructure
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia menunjukkan
pertumbuhan stabil dalam kisaran 5-6%, sebagai negara dengan ekonomi terbesar
ke (5) lima di antara negara emerging markets. Stabilitas ini berperan penting dalam
meningkatkan standar hidup masyarakat Indonesia, karena pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan menjadi salah satu faktor utama dalam penurunan angka
kemiskinan. Meski tingkat kemiskinan terus menurun hingga mencapai satu digit,
yakni 9,82 % pada maret 2018 jumlah orang miskin dalam angka absolut tetap
tinggi mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar ke empat di
dunia. Kemiskinan di Indonesia kini lebih banyak terkonsentrasi di wilayah
pedesaan dan Kawasan Timur Indonesia, di mana berbagai tantangan, seperti
kondisi geografis yang sulit, risiko bencana tinggi (seperti longsor, gempa bumi,
dan tsunami), serta keterbatasan akses pada layanan dasar, infrastruktur ekonomi,
dan lembaga keuangan, menjadi kendala besar dalam upaya penanggulangan

kemiskinan (Bappenas, 2018).

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu syarat penting dalam
mengukur tingkat keberhasilan suatu negara, karena mampu menjaga kualitas hidup
manusia saat ini dan di masa depan. Namun, pembangunan yang berkelanjutan ini
belum cukup dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu negara tanpa
adanya pembangunan yang bersifat inklusif. Pembangunan ekonomi inklusif adalah
konsep yang berfokus pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang melibatkan
seluruh lapisan masyarakat, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, minoritas,
dan penyandang disabilitas. Pembangunan ekonomi inklusif dapat meningkatkan

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan tumbuh secara adil dan merata. Hal



ini dapat membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, mempromosikan
kesempatan yang adil, meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan

pembangunan kapasitas (Seto et al., 2023).

Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan
Kementerian Bappenas mengambil inisiatif merumuskan kerangka kebijakan
pembangunan ekonomi inklusif salah satu tujuan utama dalam pembangunan
ekonomi suatu negara indikator terkait inklusifitas pembangunan ekonomi di
Indonesia sudah dirumuskan oleh BAPPENAS melalui tiga aspek, yakni
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan
pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan. IPEI pada pilar
ketiga menyajikan indeks perluasan akses dan kesempatan (IPAK) Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas (2018) yaitu memastikan
seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan
infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan
pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas. Secara
empiris, pembangunan infrastruktur yang efektif memiliki dampak langsung
terhadap indeks perluasan akses. Akses terhadap jalan yang lebih baik, misalnya,
memungkinkan masyarakat pedesaan untuk menjual hasil produksi mereka ke pasar
dengan lebih mudah, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkan pendapatan

mereka (Todaro & Smith, 2020).

Dampak positif pembangunan infrastruktur terhadap perluasan akses dan
kesempatan tidak terjadi secara otomatis. Proses pembangunan seringkali
menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan alokasi anggaran, korupsi,
serta kurangnya perencanaan yang berbasis data. Sebagai contoh, pembangunan
jalan di daerah terpencil sering kali tidak disertai dengan program pemeliharaan
yang memadai, sehingga infrastruktur yang dibangun cepat mengalami kerusakan
(Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2022). Selain itu,
adanya ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur antara wilayah perkotaan
dan pedesaan seringkali memperburuk kesenjangan akses. Menurut laporan BPS

(2023) lebih dari 60% pembangunan infrastruktur terkonsentrasi di wilayah Jawa,



sementara wilayah timur Indonesia masih tertinggal jauh. Oleh karena itu,
kebijakan pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mengatasi hambatan-

hambatan ini agar dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil.

Pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia memerlukan upaya menyeluruh untuk
memastikan semua kelompok masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan
ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah perlu memperluas peluang kerja,
mengurangi  ketimpangan, perluasan akses ke layanan keuangan dan
pengembangan infrastruktur yang lebih kuat, seperti transportasi, listrik, dan
koneksi internet, juga sangat penting (Yunani, A., & Maulida, 2017). Menurut
Mujahid Shaleh (2021) salah satu tujuan pembangunan ekonomi inklusif adalah
untuk mengurangi ketimpangan. Sebagai negara dengan populasi yang besar dan
beragam, Indonesia memiliki tantangan yang signifikan dalam mencapai
pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan inklusif. Salah satu aspek penting dalam
mencapai indeks pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan
infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan indikator kemajuan
ekonomi yang tak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, melainkan juga
mengurangi kemiskinan, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan memperluas

kesempatan kerja Afriyana, L. (2023).

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015, jenis
infrastruktur ekonomi dan sosial mencakup berbagai kategori, meliputi
infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur sumber daya air dan
irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah maupun
setempat, infrastruktur pengelolaan persampahan, infrastruktur telekomunikasi dan
informatika, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur minyak dan gas bumi
serta energi terbarukan. Selain itu, ruang lingkup infrastruktur tersebut juga
mencakup fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana olahraga
serta kesenian, infrastruktur kawasan, infrastruktur pariwisata, infrastruktur
kesehatan, infrastruktur lembaga pemasyarakatan, dan infrastruktur perumahan

rakyat. (Asiva Noor Rachmayani, 2015).



Tabel 1. Perluasan Akses dan Kesempatan 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-
2022 (Persentase)

Provinsi Tahun Rata-Rata
2018 2019 2020 2021 2022

Aceh 6,61 727 7,27 7,28 7,40 7,17
Sumatera Utara 6,01 6,76 7,06 7,53 7,77 7,03
Sumatera Barat 6,70 7,28 7,25 7,70 7,99 7,38
Riau 6,55 6,79 7,13 7,60 7,66 7,15
Jambi 6,36 6,59 6,56 7,15 7,12 6,75
Sumatera Selatan 6,33 642 6,67 7,20 7,44 6,81
Bengkulu 6,18 6,63 6,99 7,68 7,87 7,07
Lampung 6,48 7,08 7,42 8,01 8,08 7,41
Bangka Belitung 6,48 6,57 6,75 7,21 7,59 6,92
Kepulauan Riau 6,40 6,70 6,92 7,36 7,51 6,98
DKI Jakarta 7,05 7,32 7,65 9,04 9,09 8,03
Jawa Barat 6,28 6,83 6,83 7,20 7,65 6,96
Jawa Tengah 7,43 798 8,00 8,49 8,68 8,11
DI Yogyakarta 8,53 8,78 8,97 9,37 9,53 9,03
Jawa Timur 7,15 7,66 7,86 8,26 8,43 7,87
Banten 4,63 5,42 5,70 6,27 6,56 5,72
Bali 7,52 7,92 8,32 8,64 9,07 8,29
Nusa Tenggara

Barat 6,65 741 7,65 8,05 8,04 7,56
Nusa Tenggara

Timur 6,86 6,64 6,85 7,58 7,90 7,17
Kalimantan Barat 5,70 6,09 6.45 6,91 6,93 6,42
Kalimantan Tengah 5,80 6,12 6,41 7,07 6,96 6,47
Kalimantan Selatan 6,23 6,68 6,83 7,43 7,53 6,94
Kalimantan Timur 7,02 7,11 7,44 8,06 8,12 7,55
Kalimantan Utara 7,20 7,38 7,38 7,95 8,07 7,59
Sulawesi Utara 5,97 6,54 6,54 7,15 7,40 6,72
Sulawesi Tengah 6,00 6,53 6,83 7,52 7,65 6,90
Sulawesi Selatan 6,82 7,39 7,67 8,25 8,48 7,72
Sulawesi Tenggara 6,45 7,26 7,62 8,15 8,23 7,54
Gorontalo 6,25 7,09 7,26 7,82 7,97 7,28
Sulawesi Barat 6,09 6,69 6,87 7,65 7,88 7,04
Maluku 5,57 6,35 6,54 7,09 7,27 6,56
Maluku Utara 5,17 5,68 5,83 6,51 6,73 5,98
Papua Barat 5,67 6,15 6,20 6,79 6,84 6,33
Papua 4,61 4,99 5,00 5,58 5,64 5,16
Indonesia 598 6,43 6,62 7,06 7,06 6,63

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2018

Pada Tabel 1 memperjelaskan perkembangan perluasan akses dan kesempatan
setiap provinsi di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022. Dapat dilihat bahwa nilai
IPAK tertinggi yaitu pada tahun 2021-2022 sebesar 9,03% dengan keseluruhan



provinsi di Indonesia rata-rata sebesar 6,63 %. Namun Pada tahun 2018 nilai [IPAK
terendah sebesar 5,98%. IPAK di Indonesia setiap tahun mengalami penurunan dan
peningkatan. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2019, yaitu naik 0,45 %,
dimana angka IPAK di Indonesia sebesar 5,98 % menjadi 6,43% masih termasuk

klasifikasi kategori memuaskan nilai [IPAK.

Nilai IPAK data tertinggi dicapai oleh Provinsi DI Yogyakarta di atas 9% terutama
berkat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, investasi asing yang
signifikan, serta kebijakan ekonomi yang dinilai proaktif (Kepala Dinas PUPKP
Kota Yogyakarta, 2023). DI Yogyakarta pada tahun 2018 sebesar 8,53% dan tahun
berikutnya mencatat lonjakan signifikan pada tahun 2022 sebesar 9,53 %, dengan
IPAK yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, Papua
mengalami IPAK yang relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya pada
tahun 2018 sebesar 4,61% hingga pada tahun selanjutnya mengalami penaikan
tetapi hanya sedikit dan tahun selanjutnya tidak konsisten hingga pada tahun 2022
sebesar 5,64% dengan rata-rata keseluruhan sebesar 5,16 % kategori klasifikasi
kategori memuaskan nilai [IPAK dengan angka 5% yang mungkin disebabkan oleh
keterbatasan infrastruktur, akses ekonomi yang terbatas, dan tantangan geografis di
wilayah timur Indonesia. Tingkat IPAK Papua yang lebih rendah ini menekankan

pentingnya perhatian lebih dalam pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Wilayah yang difokuskan dalam upaya mengatasi isu strategis indeks perluasan
akses dan kesempatan antarwilayah adalah terutama daerah-daerah tertinggal yang
mayoritas berada di kawasan Indonesia Timur. Secara spesifik, fokus pembangunan
diarahkan pada wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sumatera, dan Sulawesi,
dengan konsentrasi terbesar di Papua yang memiliki 30 kabupaten tertinggal,
diikuti oleh Nusa Tenggara (14 kabupaten), Maluku (8 kabupaten), Sumatera (7
kabupaten), dan Sulawesi (3 kabupaten) (Aziza & Srimarchea, 2023). Pemerintah
menetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal berdasarkan Peraturan
Presiden No. 63 Tahun 2020, dengan tujuan mengurangi kesenjangan
pembangunan antarwilayah dan mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah

tersebut. Fokus ini juga mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan



aksesibilitas, dan pengembangan potensi ekonomi lokal untuk memperluas

kesempatan dan akses antarwilayah.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi
pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif
pembangunan nasional dan daerah (Pembangunan & Dan, 2003). Berdasarkan studi
yang dilakukan oleh World Bank (1994), elastisitas Produk Domestik Bruto (PDB)
terhadap ketersediaan infrastruktur di suatu negara berkisar antara 0,07 hingga 0,44.
Artinya, peningkatan infrastruktur sebesar 1 persen dapat mendorong pertumbuhan
PDB antara 7 hingga 44 persen, suatu rentang yang menunjukkan pengaruh
signifikan. Secara empiris, temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan
infrastruktur mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, serta
terhadap kemajuan suatu negara atau wilayah. Namun demikian, anggapan tersebut
tidak serta-merta dapat diterapkan secara langsung di Indonesia, terutama
mengingat dampak krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, yang
kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi dan masih memberikan

pengaruh hingga saat ini.

Secara absolut panjang jalan dan kualitas (pengaspalan) terus meningkat dari tahun
ke tahun. Namun, peningkatan ini masih belum memadai untuk mendukung
aktivitas ekonomi secara optimal. Ketika kesenjangan antara kebutuhan dan
ketersediaan jalan terus melebar, dampaknya terlihat pada laju pertumbuhan
ekonomi. Kendaraan pengangkut yang seharusnya dapat mempercepat distribusi
hasil produksi perusahaan menjadi terhambat akibat kondisi infrastruktur jalan yang
kurang memadai, sehingga waktu tempuh pun menjadi lebih panjang. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan Mutia Fajri Sirega et al., (2022) infrastruktur jalan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Afriyana, (2023) ditemukan
infrasttuktur jalan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi inklusif. Hal ini sejalan dengan teori infrastruktur, yang menyatakan
bahwa infrastruktur mencakup seluruh jenis modal di luar kepemilikan bisnis

individu yang dapat meningkatkan efisiensi produksi perusahaan. Berdasarkan data



dari BPS disajikan kondisi panjang jalan di 34 provinsi di Indonesia.

Tabel 2. Infrastruktur Panjang Jalan di 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022
(km)

Rata-
Provinsi Tahun Rata
2018 2019 2020 2021 2022

Aceh 23915 23897 23632 23650 23660  23750,8
Sumatera Utara 39115 40388 40956 40739 40765 40392,6
Sumatera Barat 22388 22351 22323 22649 20999 22142
Riau 24497 24320 24115 24293 24206 24286,2
Jambi 13092 13126 13131 13141 13202 131384
Sumatera Selatan 18989 19175 19606 19606 19587  19392,6
Bengkulu 9239 9239 9191 9191 9228 9217,6
Lampung 20759 20759 20715 20759 20765 20751,4
Bangka Belitung 5418 5418 5418 5783 5891 5585,6
Kepulauan Riau 5686 5686 5686 5686 5688 5686.,4
DKI Jakarta 6732 6485 6485 6485 6485 65344
Jawa Barat 27545 27617 28045 28178 28393  27955,6
Jawa Tengah 30667 30667 30667 30544 30819 30672,8
DI Yogyakarta 4370 4361 4338 4338 4449 4371,2
Jawa Timur 40963 41587 42450 42521 42422  41988,6
Banten 5700 5717 5712 5712 5715 5711,2
Bali 8722 8758 8805 8787 8656 8745,6
Nusa Tenggara

Barat 8504 8504 8504 8504 8509 8505
Nusa Tenggara

Timur 23571 23571 23656 23656 24050  23700,8
Kalimantan Barat 18315 18315 18315 18315 18284  18308,8

Kalimantan Tengah 17987 18686 18800 18809 18906 18637,6
Kalimantan Selatan 13440 13440 13440 13440 13477 134474
Kalimantan Timur 12699 12704 12587 13270 13407 129334

Kalimantan Utara 4006 4596 4914 4914 4973 4680,6
Sulawesi Utara 10072 10006 10058 10091 10211 10087,6
Sulawesi Tengah 16908 16908 16908 16908 16952 16916,8
Sulawesi Selatan 30476 30470 30598 30397 30206 30429.,4
Sulawesi Tenggara 12291 12291 12987 12867 12802 12647,6
Gorontalo 5539 5513 5506 5513 5516 5517.4
Sulawesi Barat 7038 5841 6154 6175 6180 6277,6
Maluku 9902 10247 10676 10266 10373  10292,8
Maluku Utara 7354 7354 7354 7354 7360 7355,2
Papua Barat 12529 12436 12522 13015 13028 12706
Papua 21824 21727 20901 21068 21562 214164
Indonesia 540252 542160 545155 546624 546725 544183,2

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2018



Terlihat bahwa pada tahun 2018 di Indonesia terjadi kondisi jalan baik sebesar
540252 km dan data terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 546725 km
dengan rata-rata sebesar 544183,2 km. Sejauh ini di Indonesia dari tahun 2018-
2022 mengalami peningkatan signifikan dan berkala. Provinsi seperti Jawa
Timur,Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan tampak memiliki
kondisi jalan baik yang lebih signifikan dibandingkan provinsi lainnya dengan nilai
IPAK dari provinsi tersebut sebesar 6-8% dengan kategori memuaskan apabila
kondisi jalan baik maka akan mempengaruhi nilai IPAK tersebut. Data provinsi
tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur kondisi jalan tetap stabil dari tahun ke
tahun, bahkan dengan sedikit peningkatan di beberapa tahun terakhir. Provinsi di
Pulau Jawa, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, secara konsisten menunjukan
angka infrastruktur jalan kondisi baik yang lebih tinggi, mencerminkan konsentrasi
aktivitas ekonomi dan investasi di wilayah tersebut terlihat di provinsi Jawa Timur
tahun 2018 sebesar 40963 km setiap tahun mengalami peningkatan hingga 2022
sebesar 42422 km. Sementara itu, provinsi seperti DI Yogyakarta dan Kalimantan
Utara memiliki panjang jalan yang relatif lebih rendah, di bawah rata-rata 4371,2
km per tahun. Namun, kesenjangan infrastruktur antara wilayah Jawa dan luar Jawa
cukup menonjol. Provinsi seperti Bangka Belitung menunjukkan perkembangan
yang lebih lambat dalam pembangunan jalan, meskipun ada sedikit peningkatan
pada tahun-tahun terakhir rata-rata sebesar 5585,6 km kategori IPAK memuaskan
6% artinya meskipun IPAK besar tetapi dilihat bahwa kondisi panjang jalan masih
lamabt mencerminkan tantangan geografis dan mungkin keterbatasan anggaran
dalam mengembangkan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil. Kesenjangan ini
memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk mencapai pembangunan yang

lebih merata dan adil di seluruh Indonesia.

Infrastruktur seperti jalan, listrik, dan transportasi menunjukkan hasil positif
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Mu’min, 2022). Fenomena ini dapat
dikaitkan dengan prioritas pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada
wilayah-wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi dan kebutuhan mobilitas yang
lebih besar. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah

meningkatkan investasi pada pembangunan infrastruktur termasuk jalan untuk



mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Menurut Bank Dunia (2018) menemukan bahwa dampak peningkatan akses
terhadap listrik di daerah pedesaan berhubungan positif dengan akses jalan raya.
Ketersediaan infrastruktur listrik berperan penting dalam meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Infrastruktur ini
berdampak langsung maupun tidak langsung pada peningkatan produktivitas rumah
tangga dan sektor industri, sehingga output yang dihasilkan dapat dimaksimalkan.
Menurut Ulpah, (2019) energi listrik merupakan elemen yang mendukung proses
produksi sekaligus kebutuhan sehari-hari kebutuhan listrik menjadi tuntutan primer
yang harus terpenuhi, tidak hanya untuk rumah tangga, tetapi juga untuk
mendukung kegiatan ekonomi, terutama sektor industri. Sektor lain yang
meningkatkan IPAK Berdasarkan data yang diperoleh dari (BPS) Sumber
Penerangan Utama dari Listrik PLN di Indonesia tahun 2018-2022.

Tabel 3. Infrastruktur Sumber Penarangan Utama dari Listrik PLN di 34 Provinsi
Indonesia Tahun 2018-2022 (Persentase)

Provinsi Tahun Rata-
2018 2019 2020 2021 2021 rata

Aceh 99,14 99,06 99,39 99,5 99,69 99,356

Sumatera

Utara 96,35 97,3 97,64 97,85 98,7 97,568

Sumatera

Barat 96,59 97,17 97,39 97,55 98,82 97,504

Riau 89,91 91,39 91,04 92,7 95,2 92,048

Jambi 93,56 94,86 95,68 95,61 98,39 95,62

Sumatera

Selatan 95,1 95,15 94,87 94,81 96,55 95,296

Bengkulu 97,18 97,21 97,36 98,97 99,21 97,986

Lampung 95,55 96,73 97,81 98,22 98,66 97,394

Bangka

Belitung 99,13 98,57 98,98 99,08 99,53 99,058

Kepulauan

Riau 95,67 96,9 95,85 98,46 97,96 96,968

DKI Jakarta 100 99,99 99,99 100 99,73 99,942

Jawa Barat 99,82 99,62 99,64 99,68 99,77 99,706

Jawa Tengah 99,91 99,76 99,85 99,9 99,96 99,876
DI
Yogyakarta 99,92 99,82 99,74 100 99,95 99,886
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Provinsi Tahun Rata-

rata
2018 2019 2020 2021 2021

Banten 99,59 99,56 99,39 99,71 99,56 99,562

Bali 99,81 99,87 99,75 99,87 99,92 99,844

Nusa

Tenggara

Timur 69,37 70,07 74,05 81,12 85,58 76,038

Kalimantan

Barat 83,54 85,18 86,48 86,92 89,99 86,422

Kalimantan

Tengah 82,79 84,45 85,73 83,52 85,36 84,37

Kalimantan

Selatan 96,87 98,01 98,04 98,84 98,78 98,108

Kalimantan

Timur 91,96 93,77 95,46 94,65 95,56 94,28

Kalimantan

Utara 91,09 91,26 93,36 91,63 94,16 92,3

Sulawesi

Utara 98,67 99,16 99,27 99,51 99,22 99,166

Sulawesi

Tengah 89,65 90,68 92,79 94,05 95,26 92,486

Sulawesi

Selatan 96,48 96,82 97,1 97,24 97,36 97

Sulawesi

Tenggara 93,23 94,02 95,47 96,76 97,02 95,3

Gorontalo 96,31 97,33 97,34 97 98,43 97,282

Sulawesi

Barat 83,18 84,83 87,8 91,75 92,85 88,082

Maluku 88,69 89,56 89,99 91,83 93,15 90,644

Maluku Utara 85,04 86,47 89,22 88,36 90,98 88,014

Papua Barat 82,04 81,33 83,09 81,08 83,49 82,206

Papua 43,51 44,49 43,14 43,92 43,04 43,62

Indonesia 96,52 96,73 96,95 97,26 97,73 97,038

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2018

Dimana pada tahun 2018 hingga 2022 jumlah pelanggan listrik diseluruh provinsi

Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnaya dari tahun 2018 sebesar

96,53% sampai pada tahun 2022 sebesar 97,73%. Dapat disimpulkan bahwa, setiap

tahunnya terjadi penambahan pemakaian listrik yang bersumber dari PLN disetiap

provinsi di Indonesia. Hal

ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan mendorong berbagai kegiatan aktivitas ekonomi
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sangatlah membutuhkan adanya infrastruktur listrik. Namun, ada ketimpangan

akses infrastruktur yang terlihat antara provinsi maju dan daerah tertinggal.

Terdapat 11 provinsi hampir mencapai atau bahkan mencapai 100% dalam lima
tahun terakhir seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat,
Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sulawesi Utara, dan Bangka
Belitung provinsi tersebut masuk kategori nilai [IPAK yang memuaskan sampai
dengan memuaskan 6-9%. DKI Jakarta pada tahun 2018 sebesar 100% tahun
berikutnya pada tahun 2022 sebesar 99,73% dengan rata-rata terbesar sebesar
99,942% karena DKI Jakarta sebagai pusat energi Indonesia, terus berkembang
pesat. Meningkatnya konsumsi listrik mencerminkan meningkatnya aktivitas
bisnis, industri dan rumah tangga yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi
kota. Sementara Papua berada di kisaran 40% pada tahun 2018 sebsar 43,51%
mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 43,04% dengan rata-rata
keseluruhan sebesar 43,62% dipengaruhi juga nilai IPAK memuaskan 5%
mencerminkan tantangan geografis dan demografi dalam pengembangan jaringan
listrik di wilayah tersebut. Ketimpangan ini mengindikasikan masih adanya
hambatan dalam pemerataan akses infrastruktur, terutama di wilayah timur
Indonesia, yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi ekonomi di daerah tersebut

(World Bank, 2022).

Di sisi lain, beberapa provinsi di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan Selatan dan
Sulawesi Utara, telah menunjukkan tingkat elektrifikasi yang cukup tinggi, hampir
mencapai 99% pada 2022. Hal ini menandakan adanya kemajuan dalam upaya
pemerataan akses listrik ke wilayah-wilayah di luar Jawa. Secara keseluruhan, data
ini menunjukkan adanya peningkatan akses listrik di berbagai provinsi di Indonesia,
tetapi juga menyoroti kesenjangan yang masih ada di beberapa daerah, terutama di

kawasan timur Indonesia.

Penelitian oleh Afriyana, L. (2023) menunjukkan bahwa infrastruktur listrik
memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif
di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Infrastruktur listrik, bersama air dan pasar, secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, yang
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berarti memperluas akses dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat secara merata.
Infrastruktur listrik memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi secara
merata karena ketersediaan listrik yang handal dapat meningkatkan produktivitas
industri, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong investasi asing. Dengan
infrastruktur listrik yang baik, pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang
lebih efisien, seperti sistem transportasi listrik, telekomunikasi, dan fasilitas
kesehatan yang memerlukan listrik untuk operasional. Kebutuhan akan listrik
sangat diperlukan dalam rumah tangga maupun industri yang memudahkan proses
pengeluaran output. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan ataupun kebijakan
pemerintah dalam membenahi infrastruktur listrik. Pemerintah, melalui
Kementerian Kesehatan (Kemenkes), menetapkan sanitasi dan air bersih sebagai
prioritas dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals atau SDGs) yang harus segera dicapai. Hal ini disebabkan oleh tingginya
angka kematian anak akibat diare, yang masih banyak terjadi di berbagai negara

sebagai dampak dari sanitasi yang buruk dan air minum yang tidak aman.

Infrastruktur menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan ketersediaan
dan akses air bersih. Infrastruktur ini mencakup serangkaian fasilitas, sistem, dan
layanan yang dirancang untuk mengelola, mengolah, dan mendistribusikan air
bersih, serta menangani air limbah bagi masyarakat, sektor industri, dan pertanian.
Keberadaan infrastruktur air yang memadai sangat penting tidak hanya untuk
kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi. Di
Indonesia, berbagai provinsi memiliki tingkat akses terhadap air bersih yang
bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti letak geografis, kepadatan
penduduk, dan tingkat pembangunan infrastruktur di masing-masing wilayah.
Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan strategi yang terfokus pada
peningkatan akses air bersih secara merata di seluruh provinsi. Berdasarkan data
dari BPS disajikan sumber sir minum layak untuk rumah tangga di 34 provinsi di

Indonesia tahun 2018-2022.

Tabel 4. Infrastruktur Sumber Air Minum Layak untuk Rumah Tangga 34 Provinsi
di Indonesia Tahun 2018-2022 (Persentase)
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.. Rata-
Provinsi Tahun Rata
2018 2019 2020 2021 2022
Aceh 82,63 85,81 87,66 88,79 89,70 86,918
Sumatera Utara 87,47 90,22 89,68 90,89 92,13 90,078
Sumatera Barat 80,50 81,44 83,37 83,40 85,23 82,788
Riau 87,65 87,42 88,25 89,76 90,07 88,63
Jambi 75,35 76,92 78,86 79,70 79,19 78,004
Sumatera Selatan 80,60 80,37 80,78 84,70 86,35 82,56
Bengkulu 61,22 57,60 62,47 67,39 73,07 64,35
Lampung 66,17 73,30 74,97 80,20 81,60 75,248
Bangka Belitung 73,21 73,45 75,06 73,40 80,96 75,216
Kepulauan Riau 86,96 88,51 90,41 90,83 91,82 89,706
DKI Jakarta 96,07 99,82 99,84 9986 9793 98,704
Jawa Barat 89,55 92,30 93,42 9324 93,04 92,31
Jawa Tengah 92,41 93,82 94,07 93,62 93,32 93,448
DI Yogyakarta 94,09 94,94 96,02 95,69 96,50 95,448
Jawa Timur 93,66 94,39 95,56 95,02 95,05 94,736
Banten 90,58 91,64 92,87 93,51 92,71 92,262
Bali 96,38 96,84 97,36 97,56 98,42 97,312
Nusa Tenggara
Barat 94,44 93,93 94,13 94,60 95,40 94,5
Nusa Tenggara
Timur 81,32 82,35 83,87 85,40 86,76 83,94
Kalimantan Barat 77,79 77,07 78,83 78,76 80,43 78,576
Kalimantan
Tengah 71,69 73,27 74,91 77,05 77,01 74,786
Kalimantan
Selatan 68,45 69,45 70,36 76,40 76,18 72,168
Kalimantan
Timur 82,91 83,54 85,51 85,80 87,14 84,98
Kalimantan Utara 89,50 87,90 89,50 86,80 89,96 88,732
Sulawesi Utara 88,70 90,81 90,31 91,65 94,15 91,124
Sulawesi Tengah 85,29 83,42 84,60 88,51 86,74 85,712
Sulawesi Selatan 88,11 89,38 90,84 91,18 91,96 90,294
Sulawesi
Tenggara 88,47 89,66 92,49 91,94 94,64 91,44
Gorontalo 93,37 94,19 94,16 94,57 96,16 94,49
Sulawesi Barat 71,99 71,50 72,75 78,35 78,98 74,714
Maluku 92,52 90,83 91,68 93,21 92,10 92,068
Maluku Utara 84,95 85,04 86,90 88,66 88,10 86,73
Papua Barat 83,19 81,85 79,56 81,68 81,57 81,57
Papua 62,43 60,85 62,73 64,92 65,39 63,264
Indonesia 87,75 89,27 90,21 90,78 91,05 89,812

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2018
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Pembangunan infrastruktur sumber air minum layak memiliki peran penting dalam
mendorong ekonomi inklusif di Indonesia. Akses yang merata terhadap air bersih
berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, terutama
dengan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat di daerah tertinggal atau
terpencil. Ketika lebih banyak rumah tangga memiliki akses ke air minum layak,
seperti yang terlihat sumber minum layak di Indonesia pada tahun 2018 sebesar
87,75% mengalami peningkatan signifikan hingga pada tahun 2022 sebesar 91,05%

dengan rata-rata keseluruhan sebesar 89,812%,

Beberapa provinsi, seperti DKI Jakarta, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Timur,
Gorontalo, Maluku, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara
dan Sulawesi Selatan menunjukkan persentase yang sangat tinggi diatas rata-rata
90% terhadap akses sumber air minum layak. DKI Jakarta pada tahun 2018 sebsar
96,07 setiap tahunnya mengalami kenaikan namun pada tahun 2022 mengalami
penurunan signifikan sebesar 97,93% dengan rata-rata 98,704% kategori nilai
IPAK sangat memuaskan 8%, Sementara itu, provinsi seperti Papua dengan rata-
rata 63,264% klasifikasi IPAK memuaskan 5% sedangkan Bengkulu sebesar
64,35% IPAK memuaskan 7% artinya meskipun nilai IPAK memuaskan namun
untuk sumber minum layaknya masih memiliki akses yang terbatas. Dapat diambil
kesimpulan pemerintah perlu melihat setiap provinsi dapat merasakan
pembangunan secara merata tidak menjamin di provinsi tersebut mendapatkan
pembangunan secara merata meskipun nilai IPAK di provinsi tersebut kategori
memuaskan. Hal ini perlunya peningkatan investasi dan fokus pembangunan di
wilayah dengan akses terbatas untuk mencapai pemerataan pembangunan yang
lebih adil. Penelitian menurut (Akcaya et al., 2024) menunjukkan bahwa akses dan
infrastruktur air bersih memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat
kemakmuran yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di
Indonesia. Peningkatan persentase rumah tangga dengan sumber air layak dan
kapasitas produksi air bersih berkontribusi pada peningkatan IPM sebesar
0,042712% dan 0,013406% secara berturut-turut. Menurut (Harsono et al., 2024)
mengatakan Infrastruktur listrik, air, berpengaruh signifikan dan positif, sedangkan

infrastruktur pasar berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan
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ekonomi inklusif. Infrastruktur jalan, listrik, air, pendidikan dan pasar secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Sektor selanjutnya infrastruktur telekomunikasi merupakan elemen penting dalam
menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Dengan mengatasi
kesenjangan antarwilayah, terutama di daerah yang tertinggal, akses yang lebih
merata terhadap teknologi komunikasi dapat membuka peluang baru bagi
masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, meningkatkan daya saing, dan
mendorong distribusi manfaat pembangunan yang lebih luas di seluruh negeri.
Berdasarkan data dari BPS indeks pembangunan telekomunikasi 34 provinsi di

Indonesia tahun 2018-2022.

Tabel 5. Infrastruktur rumah tangga yang memiliki/menguasai telepon 34 Provinsi
di Indonesia Tahun 2018-2022 (Persentase)

Provinsi Persentase Rumah Tangga yang

Memiliki/Menguasai Telepon Rata-Rata
2018 2019 2020 2021 2022

Aceh 88,98 8823 92,25 91,37 92,35 90,636
Sumatera Utara 91,95 91,71 93,16 93,83 95,19 93,168
Sumatera Barat 89,16 91,49 933 93,4 95,16 92,502
Riau 94,7 9551 96,44 96,92 9727 96,168
Jambi 91,03 90,27 92,63 93,23 94,44 92,32
Sumatera Selatan 89,86 90,7 92,76 93,01 94,56 92,178
Bengkulu 88,89 89,3 90,98 91,45 9425 90,974
Lampung 90,33 91,36 92,19 9295 95,17 92,4
Bangka Belitung 94,01 93,32 93,87 93,33 95,81 94,068
Kepulauan Riau 92,41 96,35 98,4 98,26 98,35 96,754
DKI Jakarta 95,64 96,69 96,77 96,92 96,76 96,556
Jawa Barat 88,6 87,61 90,12 89,56 91,37 89,452
Jawa Tengah 87,06 87,92 88,85 88,53 91,35 88,742
DI Yogyakarta 87,83 89,7 91,06 90,86 92,13 90,316
Jawa Timur 86,5 87,75 88,59 87,93 90,53 88,26
Banten 89 90,51 9291 92,34 94,05 91,762
Bali 90,08 91,06 94,28 94,1 95,9 93,084
Nusa Tenggara Barat 87,63 89,63 88,66 88,46 90,94 89,064
Nusa Tenggara Timur 80,22 81,46 84,92 86,73 88,48 84,362
Kalimantan Barat 87,08 87,02 8947 90,23 92,53 89,266
Kalimantan Tengah 91,48 91,47 94,49 93,03 93,31 92,756

Kalimantan Selatan 89,68 90,89 9253 91,67 92,96 91,546
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Provinsi Persentase Rumah Tangga yang

Memiliki/Menguasai Telepon Rata-Rata
2018 2019 2020 2021 2022

Kalimantan Utara 96,12 96,2 9798 97,11 98,11 97,104
Sulawesi Utara 90,67 91,35 93,6 93,51 93,34 92,494
Sulawesi Tengah 84,89 86,75 88,72 90,07 92,01 88,488
Sulawesi Selatan 91,51 9221 94,19 93,75 95,85 93,502
Sulawesi Tenggara 91,08 91,55 93,84 943 96,44 93,442
Gorontalo 90,59 90,86 92,02 92,31 93,53 91,862
Sulawesi Barat 84,22 8537 88,18 91,52 9243 88,344
Maluku 81,63 85,53 89,81 92,28 94,13 88,676
Maluku Utara 84,18 84,17 90,03 90,34 92,82 88,308
Papua Barat 84,75 86,29 9198 92,34 91,86 89,444
Papua 53,84 58,22 59,97 55,59 52,6 56,044
Indonesia 88,46 89,09 90,75 90,54 92,35 90,238

Sumber.: Badan Pusat Statistik (BPS),2018

Dari tahun 2018-2022 terjadi peningkatan penggunaan rumah tangga yang
memiliki telepon yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2018 sebesar 88,46%
di Indonesia yang telah rumah tangganya yang memiliki mengakses telepon. Angka
ini terus naik hingga mencapai tahun 2022 menjadi 90,75% dengan rata-rata sebesar
90,238%. Infrastruktur telekomunikasi adalah salah satu komponen penting dalam
pembangunan ekonomi inklusif, karena akses yang lebih baik ke komunikasi digital
memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, khususnya di daerah-
daerah terpencil. Data ini menunjukkan peningkatan bertahap di sebagian besar
provinsi, meskipun beberapa daerah mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih

lambat dibandingkan lainnya.

Ada beberapa 22 provinsi yang memiliki nilai rata-rata telekomunikasi tertinggi di
atas rata-rata nasional seperti provinsi Kalimantan Utara terlihat peningkatan
infrastruktur telekomunikasi yang cukup konsisten dan signifikan sepanjang
periode lima tahun dengan rata-rata sebesar 97,104%. Hal ini dapat dikaitkan
dengan fokus pemerintah dalam meningkatkan akses digital di pusat-pusat ekonomi
besar, yang kemudian berdampak positif pada inklusivitas ekonomi di wilayah-
wilayah ini. Provinsi-provinsi ini juga merupakan pusat pertumbuhan ekonomi
yang lebih pesat, yang memberikan gambaran bahwa infrastruktur telekomunikasi

memainkan peran penting dalam mendukung produktivitas dan distribusi ekonomi
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selain itu dipengaruhi nilai IPAK provinsi tersebut kategori sangat memuaskan 7-
9% selalu konsisten. Sebaliknya, provinsi seperti Papua di tingkat infrastruktur
telekomunikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain diketahui
rata-rata Papua sebesar 56,044% dengan IPAK yang masih dikategori memuaskan
5% hal ini mencerminkan tantangan geografis dan ekonomi yang dihadapi oleh
wilayah-wilayah terpencil dalam pengembangan telekomunikasi. Kesenjangan
infrastruktur ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, karena
akses yang terbatas ke telekomunikasi akan mengurangi kemampuan masyarakat

setempat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital.

Penelitian menurut Prasetyo, G. adi. (2019) infrastruktur telekomunikasi yang baik
secara positif mempengaruhi perluasan akses layanan digital dan kesempatan
ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas pasar usaha, serta
mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Data tersebut juga menekankan pentingnya strategis pengembangan infrastruktur
telekomunikasi tuntuk mengatasi kesenjangan regional. Untuk pertumbuhan
ekonomi yang inklusif, memastikan pembangunan telekomunikasi yang adil dapat
membantu mengurangi kemiskinan dan mendorong distribusi sumber daya yang
lebih adil. Infrastruktur digital mendukung berbagai sektor ekonomi, termasuk
pendidikan, perawatan kesehatan, dan kewirausahaan, yang penting untuk
membangun masyarakat yang tangguh. Penelitian di Sumatera Barat Amalia, D.
(2023) menunjukkan bahwa infrastruktur telekomunikasi berpengaruh positif dan
signifikan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Infrastruktur telekomunikasi
yang berkembang memungkinkan percepatan informasi dan komunikasi,
memperluas jaringan pasar, serta meningkatkan efisiensi produksi dan kompetensi
industri. Dengan demikian, perluasan infrastruktur telekomunikasi secara langsung

meningkatkan indeks akses dan kesempatan ekonomi masyarakat

Dari segi tahunan, sebagian besar provinsi menunjukkan peningkatan infrastruktur
telekomunikasi yang cukup stabil dari tahun 2018 hingga 2022. Namun, perbedaan
antara provinsi yang lebih maju dan yang lebih tertinggal masih terlihat jelas,

menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif untuk mengatasi kesenjangan
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infrastruktur, pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur
telekomunikasi di kawasan (3T) terdepan, terluar dan dan tertinggal di Indonesia.
Menurut Thomas Mola (2021) program-program yang dirancang untuk
memperluas akses telekomunikasi di daerah-daerah terpencil , seperti di Papua dan
Nusa Tenggara Timur meningkatnya akan sangat membantu dalam mendorong

pembangunan ekonomi yang lebih merata.

Analisis tipologi berdasarkan empat jenis infrastruktur dan skor IPAK di 34
provinsi menegaskan bahwa wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua,
Maluku, dan Nusa Tenggara Timur berada dalam kategori rendah baik dalam hal
infrastruktur maupun IPAK. Sebaliknya, wilayah seperti DKI Jakarta, DI
Yogyakarta, dan provinsi-provinsi di Pulau Jawa secara konsisten menunjukkan
angka infrastruktur dan IPAK yang tinggi. Ketimpangan ini mencerminkan struktur
spasial pembangunan nasional yang masih berpusat di wilayah barat dan perkotaan,

sementara wilayah timur dan terpencil masih tertinggal.

Tipologi tersebut menjadi penting dalam merancang kebijakan strategi yang tepat
sasaran. Provinsi yang tergolong dalam kuadran rendah infrastruktur dan IPAK
rendah memerlukan pendekatan pembangunan yang intensif dan terintegrasi, tidak
hanya dari sisi fisik, tetapi juga kelembagaan dan sosial. Misalnya, Papua dengan
skor rata-rata IPAK hanya sebesar 5,16% dan elektrifikasi rumah tangga yang
stagnan di angka sekitar 43%, menunjukkan adanya kesenjangan multidimensi
yang tidak dapat diatasi hanya dengan pembangunan satu jenis infrastruktur saja

(BPS, 2018-2022).

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bukan hanya instrumen
pembangunan fisik, tetapi juga fondasi utama dalam memperluas akses dan peluang
ekonomi. Tipologi wilayah menjadi alat penting dalam memastikan bahwa alokasi
sumber daya, program pembangunan, dan intervensi pemerintah dilakukan secara
efisien, adil, dan tepat sasaran demi mencapai cita-cita pembangunan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
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1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengeksplorasi dampak pembangunan infrastruktur terhadap
indeks perluasan akses dan kesempatan di Indonesia. Penelitian ini penting untuk
memahami sejauh mana pembangunan infrastruktur telah berhasil menciptakan
pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkualitas bagi seluruh lapisan
masyarakat. Dengan menganalisis data empiris dan literatur terkait, diharapkan
penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perumusan
kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan. Penelitian ini juga
akan menyoroti peran kebijakan pemerintah dalam mengatasi hambatan dan risiko
yang mungkin timbul dalam proses pembangunan infrastruktur. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga
mempertimbangkan aspek sosial dan kebijakan yang penting dalam mencapai

tujuan indeks perluasan akses dan kesempatan.

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas terlihat bahwa pemerintah telah
meluncurkan berbagai program infrastruktur nasional, seperti pembangunan jalan
tol trans-Jawa dan trans-Sumatera, elektrifikasi desa, serta proyek penyediaan air
bersih di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Upaya ini bertujuan untuk
meningkatkan indeks perluasan akses dan kesempatan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Selain itu,
diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa
pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan dampak yang signifikan
dalam mengurangi ketimpangan akses dan membuka peluang baru bagi masyarakat
Kementrian ESDM (2023). Dengan pendekatan yang holistik, pembangunan
infrastruktur dapat menjadi pilar utama dalam mencapai pembangunan yang

inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti kemukakan pada latar

belakang, maka dirumuskan permasalahan yang menajdi fokus dalam studi ini

adalah:
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Apakah infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
perluasan akses dan kesempatan di Indonesia periode 2018-2022?

Apakah infrastruktur listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap
perluasan akses dan kesempatan di Indonesia periode 2018-2022?

Apakah infrastruktur air berpengaruh positif dan signifikan terhadap perluasan
akses dan kesempatan di Indonesia periode 2018-2022?

Apakah infrastruktur telekomunikasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap perluasan akses dan kesempatan di Indonesia periode 2018-2022?
Apakah infrastruktur jalan, listrik, air dan telekomunikasi bersama-sama
mempengaruhi perluasan akses dan kesempatan di Indonesia periode 2018-
20227

Bagaimana pengelompokkan perwilayah kab/kota terkait perluasan akses dan
kesempatan terhadap infrastruktur jalan,air, listrik dan telekomunikasi di

masing-masing provinsi di Indonesia periode 2018-2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai

dalam penelitian ini adalah:

1.

Menganalisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap perluasan akses dan
kesempatan di setiap provinsi di Indonesia.

Menganalisis pengaruh infrastruktur listrik terhadap perluasan akses dan
kesempatan di setiap provinsi di Indonesia.

Menganalisis pengaruh infrastruktur air terhadap perluasan akses dan
kesempatan di setiap provinsi di Indonesia.

Menganalisis pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap perluasan akses
dan kesempatan di setiap provinsi di Indonesia.

Untuk mengelompokkan kab/kota per wilayah di indonesia berdasarkan
kuadran hubungan perluasan akses dan kesempatan terhadap infrastruktur

jalan,air, listrik dan telekomunikasi di masing-masing provinsi di Indonesia.
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b)

d)

b)
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Manfaat Penelitian

. Manfaat Teoritis

Untuk memperkuat penelitian sebelumnya, berkenaan dengan pengaruh
Infrastruktur jalan,air,listrik dan telekomunikasi terhadap indeks perluasan
akses dan kesempatan daerah tersebut

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah, sektor
swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan
mengimplementasikan proyek infrastruktur yang tidak hanya fokus pada
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi seluruh
masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi bagi program
pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di Indonesia, untuk
memastikan bahwa strategi yang digunakan efektif dalam mencapai tujuan
pilar 3 indeks perluasan akses dan kesempatan

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui dan melihat gambaran
tentang pola dan struktur infrastruktur jalan, listrik, air dan telekomunikasi
terhadap perluasan akses dan kesempatan di Provinsi Indonesia supaya dapat
diketahui daerah mana yang memiliki kemajuan dalam pemerataan akses di

daerah tersebut

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan pengambil
kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan proyek infrastruktur
yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dengan memastikan
ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.
Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi spesifik tentang jenis
infrastruktur yang paling berdampak pada inklusivitas ekonomi dan di daerah
mana investasi tersebut akan memberikan hasil terbaik.

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi pembuat
kebijakan terkait bagaimana investasi infrastruktur dapat dioptimalkan untuk

mendorong indeks perluasan akses dan kesempatan, mengurangi kesenjangan
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sosial, dan meningkatkan distribusi manfaat pembangunan di seluruh lapisan
masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bagaimana pembangunan
infrastruktur dapat memperbaiki kondisi kehidupan kelompok-kelompok
masyarakat yang selama ini terpinggirkan, dengan cara meningkatkan akses
terhadap layanan dasar seperti perbaikan berbagai macam infrastruktur.
Penelitian ini diharapkan mengetahui dan menganalisis infrastruktur jalan,
listrik, air dan telekomunikasi apa saja yang menjadi indeks perluasan akses
dan kesempatan yang merata dan adil untuk meningkatkan pengembangan

ekonomi wilayah di Provinsi Indonesia.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis
2.1.1 Peran Pemerintah

a. Definisi Peran Pemerintah

Menurut Akib & Tepare (2017) peranan berasal dari kata peran mempunyai arti
perilaku atau bertindak. Sedangakan pembangunan adalah rangkaian usaha
mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar
yang ditempuh oleh suatu negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka
pembinaan Bangsa (National Building). Maka dapat diartikan peran pemerintah
adalah usaha pertumbuhan pemerintah dalam bertindak untuk membuat perubahan
yang terencana demi terwujudnya pembangunan. Peran pemerintah merupakan
gerak aktualisasi kedaulatan negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan

oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan.
Syarat-syarat peran menurut Soekanto (2002) mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau kedudukan
seseorang dalam masyarakat

2. Peran adalah sebagai konsep perilaku mengenai apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur

sosial masyarakat

Peran pemerintah ialah suatu yang secara sadar dilakukan oleh suatu pemerintah,

bangsa, dan negara, dalam rangka mencapai tujuan nasional melalui perubahan dan
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pertumbuhan yang terencana. Peran pemerintah menurut Musgrave (1984) ada 3

(tiga) yaitu:

1.

Peran alokasi, merupakan peran pemerintah yang mengusahakan bagaimana
agar alokasi sumber-sumber ekonomi agar terlaksana secara efisien. Hal ini
penting karena sistem pasar tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan
masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan
untuk menjembatani kekurangan tersebut.

Peran distribusi, pemerintah berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan
kekayaan dan pendapatan, dengan menyeimbangkan efisiensi dan pemerataan
sumber daya. Peran ini diwujudkan melalui berbagai instrumen, seperti pajak,
jaminan sosial, dan penyediaan layanan publik.

Peran stabilisasi, yaitu pemerintah memiliki tugas dan wewenang untuk
menciptakan serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hal ini dilakukan
melalui penerapan regulasi dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan

perekonomian tetap dalam kondisi yang sehat dan terkendali.

Menurut Sasana (2004) Untuk peranan pemerintah dapat dilihat dari perencanaan,

pelaksanaan serta pengawasan. Untuk penjelasannya seperti berikut ini:

1.

Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses awal dimana pemerintah merencanakan apa
yang hendak dibangun. Dalam perencanaan ini pemerintah masing-masing
provinsi bisa berkoordinasi dengan masyarakat.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan sangat berpengaruh, sebab pemerintah dikatakan
berhasil apabila berhasil dalam mencapai dikerjakan dan hasilnya bagus. Pada
pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pemerintah masing-masing
provinsi mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan

desa/kelurahan terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
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3. Pengawasan
Pengawasan pada dasarnya diartikan untuk menghindari penyelewengan
anggaran melalui anggaran pemerintah. Pengawasan adalah penilaian hasil

akhir dari seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan.

Fungsi pemerintah untuk pemberdayaan dan pemerataan yaitu peran untuk
mengarahkan masyarakat dan pembangunan demi tercapainya kemakmuran dan

kesejahteraan. Peran pemerintah yang menurut Aridhayandi (2018) yaitu:

a. Pemerintah sebagai Regulator
Peran pemerintah sebagai regulator adalah bertugas merumuskan arah dan
tujuan pembangunan melalui regulasi serta kebijakan. Peran ini mencakup
pemberian panduan bagi masyarakat dalam mengatur berbagai aktivitas guna
mendukung pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator
Peran pemerintah sebagai dinamisator ialah berperan dalam menggerakkan
masyarakat, terutama saat menghadapi hambatan dan kendala dalam proses
pembangunan. Tujuannya adalah mendorong dan menjaga kelangsungan
dinamika pembangunan daerah sesuai yang diharapkan.

c. Pemerintah sebagai Fasilator
Pemerintah sebagai fasilator ialah peran pemerintah untuk menciptakan
kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan guna memaksimalkan

pembangunan derah

Dari uraian diatas ditarik kesimpulan peran pemerintah yaitu sebagai pengatur,
fungsi, kebijakan disuatu daerah dalam memajukan pertumbuhan maupun ekonomi
dari masing-masing wilayah provinsi untuk lebih memajukan pembangunan secara

indeks pembangunan ekonomi inklusif.

b. Strategi Pemerintah untuk Transformasi Ekonomi Inklusif dan
Berkelanjutan

Presiden Joko Widodo menyampaikan dua strategi utama yang ditempuh

pemerintah dalam upaya melakukan transformasi ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato Presiden mengenai
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Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan,
dalam forum Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun
Sidang 2023-2024.Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat
penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian
inflasi, dan peningkatan investasi. Kedua, strategi jangka menengah yang ditempuh
pemerintah difokuskan pada sejumlah agenda nasional. Salah satunya adalah
penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, produktif, inovatif,
dan berdaya saing melalui peningkatan mutu pendidikan serta sistem kesehatan.
Strategi berikutnya menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur
sebagai penopang transformasi ekonomi, yang bertujuan untuk mendorong
peningkatan produktivitas, mobilitas, konektivitas, serta pemerataan pembangunan
yang berkeadilan. Dalam mendukung upaya tersebut, Presiden menyampaikan
bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memperkuat penyediaan
layanan dasar sekaligus mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional,
termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggaran infrastruktur pada
tahun tersebut ditetapkan sebesar Rp422,7 triliun, yang difokuskan pada
peningkatan layanan dasar, produktivitas melalui pengembangan infrastruktur
konektivitas dan mobilitas, pembangunan jaringan irigasi yang mencakup
bendungan serta saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, penyediaan
infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan, pemerataan
akses teknologi informasi dan komunikasi, serta pelaksanaan proyek strategis

nasional, termasuk pembangunan IKN (BPMI Setpres).

2.1.2 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
a. Definisi Pembangunan Ekonomi Inklusif

Menurut World Economic Forum (WEF) ekonomi inklusif merupakan upaya dalam
rangka peningkatan kinerja perekonomian dengan cara memberikan akses yang luas
kepada masyarakat, dalam rangka untuk mencipakan kemakmuran ekonomi.
Namun definisi menurut WEF ini tidak dengan mudah dapat diimplementasikan di

negara Indonesia. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam hal budaya dan
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kondisi sosial, serta faktor seperti disparitas yang ada di negara Indonesia (World

Economic Forum WEF 2018)

Mulai tahun 2011, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
memperkenalkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di tingkat nasional.
Indeks ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang
mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Menurut Bappenas, pembangunan
ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang merata dan memberikan akses serta
peluang yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus berkontribusi dalam
mengurangi ketimpangan antar kelompok maupun antar wilayah.

Indonesia menurut Bappenas (2018), mendefinisikan indeks pembangunan
ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang dapat menciptakan akses
dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan,
meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan
wilayah. Indeks pembangunan ekonomi inklusif merupakan indikator untuk
mengukur iklusivitas pembangunan Indonesia dalam berbagai level mulai dari level
nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, yang dapat digunakan dalam
merumuskan kebijakan pembangunan yang berfokus untuk mendorong

pembangunan yang lebih inklusif.

Untuk mempermudah pengambilan keputusan, BAPPENAS menggunakan
klasifikasi untuk mengidentifikasi apakah nilai IPEI dan IPAK termasuk dalam

kategori tidak memuaskan atau sebaliknya, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kategori kurang memuaskan yaitu nilai IPEI rentang 1-3
2. Kategori memuaskan yaitu nilai [IPEI dengan rentang 4-7

3. Kategori sangat memuaskan yaitu nilai IPEI dengan rentang 8-10

Indeks pembangunan ekonomi inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di
Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta
akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 pilar dan 8 sub-pilar serta indeks
ini mencakup 21 indikator yang telah ditetapkan, dengan tujuan mendorong

pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
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Gambar 1. Pilar-pilar Indeks

Indeks Pembangunan Ekonomi

Inklusif
A
PILARI: PILARII: PILAR III:
Pertumbuhan Pemerataan Perluasan
dan Pendapatan Akses dan
Perkembang dan Kesempatan
anEkonomi Pengurangan
Kemiskinan
\ 4 \ 4 \ 4
A\ / A\ 4 1
Sub Pilar: Sub Pilar: Sub Pilar:
1. Pertumbuhan 1. Ketimpangan 1. Kapabilitas
Ekonomi 2. Kemiskinan Manusia
2. Kesempatan 2. Infrastruktur
Kerja Dasar
3. Infrastruktur 3. Keuangan
Ekonomi Inklusif

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018

Pilar I, yakni pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, diukur menggunakan dua
indikator utama. Pertama, Indeks Pertumbuhan Ekonomi, yang dihitung
berdasarkan tiga komponen: pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) riil per kapita, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB, serta rasio
kredit perbankan terhadap PDRB nominal. Kedua, Indeks Kesempatan Kerja, yang
ditentukan melalui tiga indikator: tingkat partisipasi kerja, persentase penduduk
yang bekerja penuh waktu, dan proporsi tenaga kerja yang memiliki keterampilan
sesuai dengan kebutuhan pasar. Pilar pertama, yang mencakup pertumbuhan dan
perkembangan ekonomi, diukur melalui tiga indeks utama. Pertama, Indeks
Pertumbuhan Ekonomi, yang dinilai berdasarkan pertumbuhan PDRB riil per
kapita, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB, dan rasio kredit perbankan
terhadap PDRB nominal. Kedua, Indeks Kesempatan Kerja, yang dihitung melalui
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tingkat partisipasi kerja, persentase penduduk dengan pekerjaan penuh waktu, dan
proporsi tenaga kerja berpendidikan menengah ke atas. Ketiga, Indeks
Infrastruktur Ekonomi, yang diukur berdasarkan persentase rumah tangga yang
menggunakan listrik/PLN, kepemilikan telepon genggam, serta persentase jalan

yang berada dalam kondisi baik atau sedang.

Pilar II, yang berfokus pada pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan,
juga dinilai melalui dua indeks kunci. Pertama, Indeks Ketimpangan, yang
ditentukan oleh rasio gini pendapatan, kontribusi pendapatan perempuan, dan
perbandingan rata-rata pengeluaran rumah tangga di wilayah pedesaan dan
perkotaan. Kedua, Indeks Kemiskinan, yang diukur melalui persentase penduduk

miskin serta rata-rata konsumsi protein per kapita per hari.

Pilar III, yang menilai perluasan akses dan kesempatan, mencakup tiga indeks.
Pertama, Indeks Kapabilitas Manusia, dihitung melalui angka harapan lama
sekolah, persentase balita yang menerima imunisasi dasar lengkap, serta persentase
penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Kedua, Indeks Infrastruktur Dasar,
dinilai berdasarkan persentase rumah tangga dengan akses terhadap sumber air
minum layak dan fasilitas sanitasi pribadi. Ketiga, Indeks Keuangan Inklusif, yang
dihitung melalui persentase partisipasi dalam layanan keuangan dan akses terhadap

fasilitas keuangan.

b. Teori Pembangunan Ekonomi Inklusif
Pembangunan inklusif semakin menarik perhatian, terutama setelah termuat dalam

tujuan ke-8 dari Sustainable Development Goals (SDGs), yang berfokus pada upaya
meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, menciptakan
peluang kerja yang produktif dan inklusif, serta menyediakan pekerjaan yang layak
bagi semua. Saat ini, berbagai indikator dan metode pengukuran pertumbuhan
inklusif terus dikembangkan dan disempurnakan. Dalam penelitiannya Sri Hartati
(2021), pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong
pembangunan inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan
lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Harapannya bahwa
Indonesia dan negara-negara lain harus menjalankan Pembangunan Inklusif' agar

dunia berhasil dalam mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan global.
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Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang berkualitas, yaitu pembangunan
yang memperhitungkan pertumbuhan (pro-growth), penyerapan tenaga kerja
(projob), mengurangi kemiskinan (pro-poor) dan memperhatikan lingkungan (pro-
environment).

¢. Teori Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan proses yang berfokus pada penciptaan
peluang ekonomi yang berdaya guna dan dapat diakses oleh semua individu secara
merata. Pertumbuhan inklusif didefinisikan menurut Klasen (2017) sebagai
pertumbuhan yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok.
Dengan demikian, pertumbuhan ini melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan
masyarakat tanpa adanya diskriminasi, dan memastikan seluruh sektor ekonomi
turut terlibat. Fokus lainnya adalah pada hasil yang dihasilkan dari proses
pertumbuhan tersebut, dimana pertumbuhan inklusif dilihat sebagai pertumbuhan
yang adil dan merata, sehingga pihak dapat merasakan manfaatnya secara
proporsional.

d. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah alat ukur yang digunakan untuk
menilai seberapa besar inklusivitas dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.
Indeks ini berfungsi untuk memantau tingkat inklusivitas pembangunan pada
berbagai level, termasuk nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.Indeks ini
mengukur inklusivitas pembangunan melalui beberapa aspek penting,
yaitu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan
kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, Indeks
Pembangunan Ekonomi Inklusif bertujuan untuk menciptakan akses yang lebih
luas dan kesempatan yang adil bagi semua, sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah

(Bappenas,2022).

2.1.3 Teori Karl Gunnar Myrdal
Menurut teori Gunnar Myrdal dalam Jhingan (2016), mengatakan dalam proses

pembangunan terdapat dua dampak yang akan terjadi, yaitu backwash effect dan

spread effect. Pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses yang
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menyebabkan daerah maju semakin maju, sementara daerah tertinggal akan
semakin terbelakang. Backwash effect atau dampak balik merupakan dampak
negatif yang menyebabkan kerugian dalam proses pembangunan negara. Misalnya
pembangunan menyebabkan kepadatan penduduk, terpusatnya ketersediaan modal,
dan terpusatnya kegiatan ekonomi pada salah satu wilayah. Hal ini menyebabkan
wilayah lain kekurangan sumber daya dan faktor produksi yang dapat menunjang
kegiatan ekonominya. Sedangkan spread effect atau dampak sebar merupakan
dampak positif atau keuntungan yang didapatkan suatu daerah dari proses
pembangunan. Misalnya tersedianya fasilitas umum, infrastruktur, pusat bisnis, dan
pendidikan. Menurut Myrdal ketimpangan wilayah yang terjadi adalah karena

lemahnya dampak sebar dan dominannya dampak balik.

2.1.4 Teori Pertumbuhan Harrod Domar
Teori pertumbuhan Harrod-Domar menjelaskan bagaimana sistem perekonomian

dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.
Menurut Sadano Sukirno (1976) teori Harrod-Domar pertumbuhan ekonomi
ditentukan oleh dua faktor: tingkat penanaman modal atau tabungan dalam
masyarakat dan besarnya capital output ratio masyarakat bahwa agar dapat
memperluas kapasitas produksi dan menggantikan barang modal yang mengalami
penyusutan, setiap perekonomian perlu mengalokasikan sebagian pendapatan
nasionalnya untuk tabungan. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan, investasi baru yang berfungsi sebagai tambahan
bersih terhadap stok modal sangat diperlukan. Teori Harrod-Domar memiliki
sejumlah asumsi, antara lain: perekonomian berada dalam kondisi full employment,
perekonomian terbagi menjadi dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor
perusahaan, tingkat tabungan masyarakat sebanding dengan pendapatan nasional,
kecenderungan menabung (marginal propensity to save) bersifat konstan, serta
rasio modal terhadap output dan rasio pertambahan modal terhadap output juga

dianggap tetap (Arsyad, 2016).



32

2.1.5 Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan
Dalam pilar ini menurut Bappenas (2018) pemerintah harus memastikan seluruh
masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastuktur
dasar, keuangan inklusif dan memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas
sumber daya manusia yang adil dan berkualitas kepada seluruh masyarakatnya.
Dalam pilar perluasan akes dan kesempatan terdapat tiga sub pilar yaitu:
3.1 Kapabilitas Manusia
Pembangunan ekonomi yang tinggi dan inklusif tidaklah lepas dari kontribusi
kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan sejahtera. Pada sub pilar kapabilitas
manusia terdapat tiga indikator dalam mengukur keinklusivan pembangunan:
a. Angka Harapan Lama Sekolah
Menurut BPS, angka harapan lama sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah
(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu
dimasa yang akan datang. HLS dapat digunakan menggambarkan kondisi
pembangunan sistem pendidikan diberbagai tingkatan.
b. Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
Indikator ini merupakan layanan imunisasi lengkap terhadap balita. Imunisasi
tersebut yaitu DPT sebanyak 3 kali, Polio sebanyak 3 kali, BCG dan campak.
c. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Indikator ini menunjukkan besaran cakupan jaminan kesehatan. Dengan
adanya jaminan kesehatan menunjukkan masyarakan kualitas hidup yang baik
sehingga ketika masalah kesehatan tidak ada kendala finansial, masyarakat

dapat terbantu dengan adanya jaminan sosial.

3.2 Infrastuktur Dasar

Sebuah pembangunan yang baik dan merata dapat ditunjukkan dengan kemudahan
akses terhadap infrastuktur yang memudahkan masyarakat, sehingga kelompok
masyarakat yang relatif tertinggal dapat mengejar laju pertumbuhan ekonomi.
Tersedianya infrastuktur dasar yang memadai cerminan dari perluasan akses.

Dalam sub pilar infrastuktur dasar terdapat dua indikator yaitu:
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a. Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak
Indikator ini sebagai media untuk memantau akses penduduk terhadap sumber
air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber berkualitas menyediakan air
yang aman untuk diminum oleh masyarakat. Air merupakan sumber
kehidupan, sehingga jika masyarakat mengkonsumsi air yang tidak berkualitas
merupakan penyebab langsung bermacam-maca sumber penyakit. Air minum
yang layak dikonsumsi adalah air minum yang terlindungi yang meliputi air
ledeng (keran), keran umum, hydran umum, terminal air, penampuangan air
hujan atau mata air dan sumur terindungi, sumur bor yang jaraknya 10m dari
pembuangan kotoran, menampungan limbah dan pembuangan sampah.

b. Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Sendiri
Sanitasi yang layak salah satu indikator kesejahteraan dan kelayakan hidup.
Sanitasi dapat dikatan layak ketika tersedianya fasilitas buang air disetiap

rumah tangga.

3.3. Keuangan Inklusif

Lembaga keuangan mempunyai fungsi intermediasi dalam menggenjot
pertumbuhan ekonomi. Dengan luasnya akses terhadap lembaga keuangan dapat
mendorong keinklusivan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Indikator
dalam sub pilar keuangan adalah sebagai berikut:

a. Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Penduduk Usia Produktif

Salah satu ukuran keuangan inklusif tingkat penggunaan produk dan jasa keuangan.
Rasio jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) terhadap penduduk usia produktif
merupakan jumlah total rekening DPK perbankan terhadap jumlah penduduk
dewasa (usia diatas 15 tahun).

b. Rasio Kredit Perbankan UMKM

Indiktor ini merupakan perbandingan dari jumlah rekening kredit perbankan yang
disalurkan untuk pembiayaan kegiatan UMKM terhadap rekening kredit perbankan
seluruhnya. Dengan adanya kredit perbankan dalam pembiayaan kegiatan UMKM
menandakan pembangunan ekonomi yang sudah terjangkau luas dan memberi
kesempatan bagi pengusaha skala kecil atau kelompok dengan kelas pendapatan

yang lebih kecil.
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2.1.6 Infrastruktur
a. Definisi Infrastruktur
Menurut Mamillan Dict. Mod. Econ (1986) infrastruktur didefinisikan sebagai
elemen struktural ekonomi yang berperan dalam memfasilitasi aliran barang dan
jasa antara pembeli dan penjual. Sementara itu, Menurut The Routledge Dictionary
of Economics (1995) menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif, di mana
infrastruktur tidak hanya mencakup aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup
layanan utama yang disediakan oleh negara untuk menunjang aktivitas ekonomi
dan sosial masyarakat. Infrastruktur ini berfungsi sebagai fondasi yang
memungkinkan berlangsungnya kegiatan ekonomi dengan menyediakan sarana
transportasi serta fasilitas pendukung lainnya, sehingga tercipta lingkungan yang
kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara berkelanjutan.

b. Jenis Infrastruktur

Menurut The World Bank W. Bank, (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga,

yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk
menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi,
air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase)
dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan
sebagainya).

2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.

3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi

dan koordinasi.

2.1.7 Infrastruktur Jalan

Jalan adalah infrastruktur di bidang transportasi yang menghubungkan suatu
wilayah dengan wilayah lain. Jalan memiliki peran dalam mendorong dan
mengantisipasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, setiap negara berupaya
mengalokasikan investasi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas infrastruktur jalan. Di negara-negara berkembang, sekitar 0,8% dari PDB
diinvestasikan untuk pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi jaringan jalan

(Fay & Bank, 2014). Sistem jalan yang efisien memberikan keunggulan kompetitif
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bagi suatu negara dalam memasarkan hasil produksinya, mengembangkan sektor
industri, mendistribusikan populasi, serta meningkatkan pendapatan nasional.
Sebaliknya, prasarana yang tidak memadai dan berkualitas rendah menjadi
hambatan signifikan dalam perkembangan ekonomi. Keterbatasan jaringan jalan
dapat membatasi pertumbuhan wilayah, sehingga mengganggu aktivitas ekonomi
dan berujung pada peningkatan harga barang.

Merujuk Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 jalan adalah
seluruh elemen jalan, dan fasilitas penunjang yang digunakan untuk kendaraan
umum yang terletak di bawah, di atas, atau di atas permukaan air, selain lintasan rel
kereta serta gondola. Pada perkerasan jalan terdapat 2 syarat utama bagi jalur lalu

lintas yaitu:

1. Badan jalan yang tidak mengombak, tidak berongga, cukup kaku, tidak
melendut, tidak mengkilat dan mampu menahan gesekan dan keausan pada
roda kendaraan yang melintas.

2. Pada perkerasan harus memiliki sifat kokoh untuk menopang serta
mendistribusikan beban lalu lintas untuk kendaraan yang melintas. Oleh karena

itu, perkerasan jalan harus bisa menyalurkan air dan memiliki kekuatan yang

baik.

2.1.8 Infrastruktur Listrik

Infrastruktur listrik adalah berbagai unsur yang mencakup pembangkit tenaga
listrik, distribusi tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan instrumen kelistrikan
lainnya yang berguna mendukung pembangunan ekonomi (Ulpah, 2019).
Infrastruktur listrik memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia modern.
Listrik merupakan sumber energi utama yang diperlukan untuk berbagai kegiatan,
baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Seiring dengan pertumbuhan sosial
masyarakat, kebutuhan energi listrik terus meningkat. Ketersediaan pasokan listrik
yang memadai menjadi prasyarat fundamental bagi kelangsungan kegiatan
ekonomi, mengingat hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada energi
listrik. Keterlambatan dalam pengembangan infrastruktur listrik dapat berdampak

serius, seperti penurunan kapasitas produksi industri, berkurangnya nilai ekspor,
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serta menghambat minat investor untuk berinvestasi. Meratanya ketersediaan listrik

mempercepat aktivitas perekonomian.

2.1.9 Infrastruktur Air

Infrastruktur air adalah segala sarana dan prasarana yang berguna untuk menopang
penyediaan air dalam suatu wilayah, yang meliputi penyediaan air bersih, sistem
sanitasi, dan drainase. Sehubungan dengan penyediaan air bersih, pengelola
penyediaan air bersih yang utama di Indonesia adalah Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) (BPS, 2022). Dalam konteks keseharian, ketersediaan air bersih
berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam
aspek kesehatan. Ketika standar kesehatan terpenuhi, produktivitas masyarakat
akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap output ekonomi
suatu wilayah. Selain itu, air juga memainkan peran penting dalam irigasi pertanian,
kegiatan industri, dan kebutuhan sehari-hari. Pertumbuhan penduduk yang pesat
menyebabkan air menjadi salah satu sumber daya yang sangat berharga. Sumber
daya manusia merupakan elemen fundamental bagi kemakmuran suatu bangsa

(Kristanti et al., 2023).

Hal ini disebabkan karena modal dan sumber daya alam adalah faktor produksi
yang bersifat pasif, sedangkan sumber daya manusia adalah unsur yang aktif dalam
mengakumulasi modal, mengeksplorasi sumber daya alam, membangun struktur
sosial, ekonomi, dan politik, serta menjalankan berbagai kegiatan pembangunan.
Jika suatu negara tidak mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan
sumber daya manusianya agar dapat digunakan secara optimal dalam
perekonomian, maka negara tersebut akan menghadapi hambatan dalam proses
pembangunan. Modal tidak akan berkembang dengan sendirinya, begitu pula
sumber daya alam tidak akan memberikan manfaat tanpa pengelolaan dan
pemanfaatan yang tepat oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengembangan
sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci bagi kemajuan dan

keberlanjutan pembangunan suatu negara.



37

2.1.10 Infrastruktur Telekomunikasi

Infrastruktur telekomunikasi adalah infrastruktur yang didalamnya terdapat segala
jenis perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya serta jaringan telekomunikasi,
terdiri dari jaringan tetap untuk telekomunikasi publik dan sirkuit sewa serta
telekomuniksi bergerak seperti jaringan bergerak terestrial, seruler dan satelit (BPS,
2022). Telekomunikasi kini dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar
masyarakat, sebagaimana tercermin dari masuknya sektor transportasi dan
komunikasi  sebagai komponen utama dalam  perhitungan inflasi.
Ketidakikutsertaan suatu negara dalam jaringan telekomunikasi global dapat
memperlebar kesenjangan antara negara maju dan berkembang, karena
telekomunikasi memungkinkan individu untuk berkomunikasi tanpa terhalang oleh
batas geografis, jarak, waktu, maupun perbedaan bahasa. Dengan demikian,
ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang memadai menjadi kunci dalam

mendukung partisipasi aktif dalam ekonomi global dan memfasilitasi pertukaran

informasi yang lebih efisien.

2.2 Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Variabel Metode Hasil
Terdahulu Penelitian analisis Penelitian
1. Lina Analisis Infrastruktur ~ Teknik -Infrastruktur

Afriyana, et Dampak jalan, listrik,  Analisis jalan dan

all Pembangu air, regresi data  pendidikan

(Afriyana, nan pendidikan, panel berpengaruh

2023) Infrastrukt  dan pasar, pendekatan  tidak
ur pertumbuhan Random signifikan dan
Terhadap  ekonomi Effect negatif
Pertumbuh  inklusif Model terhadap
an (REM) pertumbuhan
Ekonomi menggunak ekonomi
Inklusif an software  inklusif
Pada Eviews 12.  -Infrastruktur
Kabupaten/ listrik, air,
Kota di berpengaruh
Provinsi signifikan
Nusa positif,
Tenggara -sedangkan
Barat infrastruktur
Tahun pasar
2016-2021 berpengaruh
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Iwan
Harsono, et
all.
(Harsono et
al., 2024)

Mutia Fajri
Sirega, et
all.

(Mutia Fajri
Sirega et al.,
2022)

Hendra
Andy Mulia
Panjaitan, et
all.

(Hendra,
2023)

Kontribusi
Infrastrukt
ur Dalam
Mendoron
g
Pertumbuh
an
Ekonomi
Inklusif di
Indonesia

Analisis
Dampak
Pembangu
nan
Infrastrukt
ur
Terhadap
Pertumbuh
an
Ekonomi
Inklusif
Analisis
Dampak
Pembangu
nan
Infrastrukt
ur

Infrastruktur
jalan, listik,
air,
telekomunika
si,
Pertumbuhan
Ekonomi
Inklusif

Laju
pertumbuhan
ekonomi,
indeks gini,
infrastruktur

Infrastruktur,
pertumbuhan
inklusif

Teknis
analisis
regresi data
panel
pendekatan
Random
Effect
Model
(REM)
menggunak
an software
Eviews 12.

Metode
estimasi
parameter
yaitu
metode
kuadrat
terkecil dua
tahap
(2SLS).

Estimasi
parameter
yang
digunakan
two-stages

negatif
terhadap
pertumbuhan
ckonomi
inklusif
-Infrastruktur
jalan dan
listrik
memiliki
dampak
negatif yang
tidak
signifikan.
Infrastruktur
air dan
telekomunikas
1 memiliki
dampak positif
yang
signifikan.
-Secara
keseluruhan,
infrastruktur
secara
signifikan
memengaruhi
pertumbuhan
ekonomi
inklusif di
Indonesia.
-Pertumbuhan
PDRB tidak
eksklusif,
karena
berpotensi
meningkatkan
gini di
Sumbar.

-Pertumbuhan
PDRB
Sumatera
Utara
meningkatkan

gini, yang



Enik
Widayati
(Ummabh,
2019)

Abdikarim
Abdullahi,
et all.
(Abdullahi
& Sieng,
2023)

Halomoan
Hutajulu
(Hutajulu,
2024)

Terhadap
Pertumbuh
an
Ekonomi
Inklusif
Provinsi
Sumatera
Utara
Pengaruh
Infrastrukt
ur
Terhadap
Produktivit
as
Ekonomi
di Pulau
Jawa
Periode
2000-2008
The effect
of
infrastruct
ure
developme
nt on
economic
growth:

The case of

sub-
Saharan
Africa

The Effect
of
Infrastruct
ure
Investment

Produktivitas,
infrastruktur
jalan, listrik,
telepon, dan
air bersih

Infrastruktur
Indeks
pasokan air &
sanitasi dan
indeks listrik,
pertumbuhan
ekonomi

Penanaman
Modal Dalam
Negerti,
Penanaman
Modal Asing,

least square
(2SLS).

E-Views 6
dengan

metode
Fixed

Effects.

Data panel
berimbang

Model
regresi
linier
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mengindikasik
an
pertumbuhan
yang tidak
inklusif.

-Infrastruktur
(jalan, listrik,
telepon dan air
bersih)
memiliki
pengaruh
terhadap
produktivitas
ekonomi di
wilayah pulau
jawa.

-Indeks
pasokan air &
sanitasi  dan
indeks listrik
memiliki
hubungan
positif
signifikan
dengan
pertumbuhan
ekonomi
-Indeks
transportasi
dan Informasi
& Komunikasi
(TIK)
memiliki
hubungan
negatif dengan
pertumbuhan
ekonomi  di
negara-negara
ini.
-Penanaman
modal dalam
negeri dan luar
negeri
berfluktuasi

dan
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on Konsumsi secara
Economic  Rumah signifikan,
Growth in Tangga, -Konsumsi
Rural Produk rumah tangga
Areas: Domestik terus

Case Study Bruto (PDB) meningkat.

in  Papua

Province

Penelitian ini menggunakan tujuh penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian.
Berdasarkan penelitian ini, variabel utama yaitu perluasan akses dan kesempatan
didasarkan pada penelitian (Afriyana, 2023), Harsono et al., 2024, (Mutia Fajri
Sirega et al., 2022), (Hutajulu, 2024), (Hendra, 2023). Sementara itu, Variabel
infrastruktur jalan menggunakan panjang jalan provinsi dalam km didasarkan pada
penelitian Harsono et al, 2024 dan Ummah, 2019. Selanjutnya variabel
infrastruktur listrik penelitian ini menggunakan persentase rumah tangga sumber
utama PLN sebagai proksi variabel infrastruktur listrik yang didasarkan pada
penelitian (Afriyana, 2023), Harsono et al., 2024, (Ummah, 2019), (Abdullahi &
Sieng, 2023). Infrastruktur air didasarkan pada penelitian (Afriyana, 2023),
Harsono et al., 2024, (Ummah, 2019), Abdullahi & Sieng, (2023), kemudian
selanjutnya infrastruktur telekomunikasi didasarkan pada penelitian (Harsono et al.,

2024).

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah struktur yang menggambarkan hubungan antara
variabel-variabel dalam penelitian, berdasarkan teori yang ada. Fungsi utamanya
adalah untuk merumuskan hipotesis dan mengarahkan analisis, serta menjadi dasar

dalam menggali dan menganalisis data yang relevan.

Infrastruktur Jalan

Infrastruktur Listrik

Perluasan Akses dan

Infrastruktur Air Kesempatan

Infrastruktur Telekomunikasi
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara sebuah penelitian yang kebenarannya
harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada maka penulis
mencoba untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis

dari penelitian ini adalah:

H; :Diduga Infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

perluasan akses dan kesempatan di Indonesia periode 2018-2022

H; :Diduga Infrastruktur listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap

perluasan akses dan kesempatan di Indonesia periode 2018-2022

Hs : Diduga Infrastruktur air berpengaruh positif dan signifikan terhadap perluasan
akses dan kesempatan di Indonesia periode 2018-2022

Hs :Diduga Infrastruktur telekomunikasi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap perluasan akses dan kesempatan di Indonesia periode 2018-2022

Hs : Diduga Infrastruktur jalan, listrik, air, dan telekomunikasi secara bersama-sama
berpengaruh terhadap perluasan akses dan kesempatan di Indonesia periode

2018-2022

Menurut Karl Gunnar Myrdal dalam Jhingan (2016), proses pembangunan ekonomi
menghasilkan dua jenis dampak, yaitu backwash effect (dampak balik) dan spread
effect (dampak sebar). Backwash effect merupakan dampak negatif yang terjadi
ketika pembangunan di suatu wilayah menarik sumber daya dari wilayah lain,
seperti tenaga kerja, modal, dan kegiatan ekonomi, sehingga menyebabkan daerah
tertinggal semakin terbelakang. Sementara itu, spread effect adalah dampak positif
berupa penyebaran manfaat pembangunan ke wilayah lain, seperti peningkatan
akses terhadap infrastruktur, fasilitas umum, pendidikan, dan kegiatan ekonomi.
Myrdal menekankan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah sering kali
disebabkan oleh dominannya backwash effect dan lemahnya spread effect. Dalam

konteks perluasan akses dan kesempatan, teori ini menunjukkan bahwa
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pembangunan yang tidak disertai dengan pemerataan akses terhadap sumber daya,
layanan publik, dan peluang ekonomi akan memperbesar kesenjangan
antarwilayah. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembangunan yang inklusif,
perlu adanya kebijakan yang mendorong perluasan akses dan kesempatan bagi
wilayah tertinggal, agar spread effect dapat diperkuat dan ketimpangan regional

dapat diminimalkan.



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.
Data sekunder merupakan data yang diolah dan diterbitkan oleh lembaga yang
berkaitan. Data dalam penelitian ini terdiri dari (4) empat variabel bebas (dependen)
yaitu infrastruktur jalan (X1), infrastruktur listrik (X2), infrastruktur air (X3), dan
infrastruktur telekomunikasi (X4), satu variabel terikat (independen) yaitu

Perluasan Akses dan Kesempatan (Y) .

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari Badan Pusat Statistik
Indonesia (BPS), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), serta instansi lainnya yang
terkait dengan penelitian ini. Data yang digunakan adalah data panel, yaitu
gabungan dari data antar wilayah (cross sectoin) dari 34 di Provinsi Indonesia tidak
termasuk provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Penggunungan dan Papua

Barat Daya dan deret waktu (time series) tahun 2018-2022.

Tabel 6. Deskripsi Variabel

Variabel Satuan Pengukur Sumber Data
Infrastruktur Jalan Kilometer (km) Badan Pusat Statistik (BPS)
Infrastruktur Listrik Persentase (%) Badan Pusat Statistik (BPS)
Infrastruktur Air Persentase (%) Badan Pusat Statistik (BPS)
Infrastruktur Telekomunikasi Persentase (%) Badan Pusat Statistik (BPS)
Perluasan Akses dan Indeks Badan Pembangunan

Kesempatan (IPAK) Nasional (BAPPENAS)
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
tidak langsung, yaitu melalui pengumpulan data sekunder yang berupa data panel.
Selain memperoleh data dari berbagai instansi terkait, penelitian ini juga
menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan memahami
informasi dari buku, literatur, jurnal ilmiah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu

yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Menurut Gujarati (2013) pengertian dari operasional variabel adalah sebuah konsep
yang memudahkan dalam pengukuran variabel. Operasionalisasi variabel
diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel
yang terkait dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan satu variabel
dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan. Sedangkan variabel
independennya adalah infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur air,
infrastruktur telekomuniasi. Berikut merupakan definisi operasional masing-

masing variabel:

3.4.1 Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan
memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Angka Indeks Pembangunan Ekonomi
Inklusif ialah alat yang diciptakan oleh Bappenas yang berguna untuk mengukur
inklusif atau tidaknya pembangunan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota

yang ada di Indonesia.

Dalam penelitian ini, Perluasan Akses dan Kesempatan yaitu memastikan seluruh
masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur
dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan
kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas (Bappenas 2018).
Angka indeks ini terdiri dari 3 sub Pilar serta 7 indikator pembentuk indeks

perluasan akses dan kesempatan yaitu:
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Sub Pilar 3.1. Kapabilitas Manusia yang terdiri dari indikator angka harapan lama
sekolah, persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dan
persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Sub Pilar 3.2. Infrastruktur
Dasar terdiri dari indikator persentase rumah tangga dengan sumber air minum
layak, dan persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri. Sub
Pilar 3.3. Keuangan Inklusif terdiri dari indikator rasio jumlah rekening DPK

terhadap penduduk usia produktif dan rasio kredit perbankan UMKM.

Data sekunder yang didapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) dari 34 provinsi pada tahun 2018-2022 periode penelitian. Perhitungan
indikator-indikator indeks ini dikelompokkan dalam beberapa sub pilar dan
indikator, yang diharapkan mampu menggambarkan inklusivitas pertumbuhan

ekonomi dalam skala nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

3.4.2 Infrastruktur

1. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur Jalan adalah panjang jalan yang tersedia di setiap provinsi, diukur
dalam satuan kilometer (km). Data yang digunakan yaitu total panjang jalan
diproleh dari BPS. Merujuk Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka
12 jalan adalah seluruh elemen jalan, dan fasilitas penunjang yang digunakan untuk
kendaraan umum yang terletak di bawah, di atas, atau di atas permukaan air, selain
lintasan rel kereta serta gondola. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

di seluruh provinsi Indonesia dengan menggunakan tahun dasar 2018.

2. Infrastruktur Listrik

Persentase rumah tangga yang sudah tersedia jaringan atau mengakses listrik
sumber penerangan utama PLN terhadap total rumah secara keseluruhan disebut
tingkat elektrifikasi yang menggambarkan perluasan akses dan manfaat ekonomi
karena pembangunan ekonomi dimulainya dengan infrastruktur listrik. Data ini
diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh provinsi Indonesia dengan

menggunakan tahun dasar 2018.
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3. Infrastruktur Air

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak
menurut provinsi adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan
atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung
diminum meliputi leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup
sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga
yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga
dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci
berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan
air hujan. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh provinsi di

Indonesia, berdasarkan tahun dasar 2018.

4. Infrastruktur Telekomunikasi

Persentase rumah tangga yang sudah memiliki telepon genggam adalah persentase
rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon selurel. Indikator ini sebagai
sarana pendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan kemampuan
masyarakat disuatu wilayah dengan menggunakan telepon selurel atau perangkat
telekomunikasi elektronik. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di

seluruh provinsi di Indonesia, berdasarkan tahun dasar 2018.

3.5 Model dan Alat Analisis
Analisis data untuk menjawab tujuan 1 sampai 4, pada penelitian ini yaitu

menggunakan metode Least Squares (LS and AR). Dalam penelitian ini juga peneliti
menggunakan alat bantuan Eviews [2. Selanjutnya peneliti juga menggunakan
beberapa variabel yaitu untuk melihat prediksi nilai dari infrastruktur jalan,
infrastruktur listrik, infrastruktur air, dan infrastruktur telekomunikasi terhadap
perluasan akses dan kesempatan di Indonesia, sehingga dapat diketahui seberapa
besar pengaruh antara variabel independen infrastruktur jalan, infrastruktur listrik,
infrastruktur air, dan infrastruktur telekomunikasi dengan variabel dependen
Perluasan Akses dan Kesempatan.

Rumus persamaan regresi model panel adalah sebagai berikut :

IPAK; = Bo+ BIJLNic+ BoLISic+ B3AIRi+ BsTELirt € 3.1)
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Keterangan:

IPAK =Perluasan Akses dan Kesempatan (%)

JLN =Panjang Jalan (km)

LIS =Rumah tangga yang sumber penerangan utama dari listrik PLN (%)
AIR =Sumber air minum layak untuk rumah tangga (%)

TEL = Rumah Tangga yang memiliki/menguasai telepon (%)

Bo = Konstanta

B1, B2, B3, P4 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen
£ = galat (error term)

i = ensitas ke-i (34 Provinsi di Indonesia)

t = periode ke-t (tahun)

3.6 Estimasi Model

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik. Oleh
Syarat- syarat itu biasanya tidak diuji dan dianggap sudah dipenuhi. Dalam penelitian
ini digunakantingkat signifikan (a) 0,05 atau 5% untuk menguji apakah hipotesis
yang di ajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak dengan cara menguji nilai
F. Untuk menguji masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap
tingkat kemiskinan dilakukan denganmenguji nilai t dengan uji dua sisi pada tingkat
signifikansi (a) 0,05 atau 5%. Kriteria pengujian yang digunakan adalah menerima
hipotesis jika nilai t hasil perhitungan adalah positif signifikan. Teknik analisis data
yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah
analisis data panel dengan bantuan program Eviews/2 dan mengunakan metode

kuadratik terkecil / Ordanary Square Last (OLS).

3.6.1 Uji Asumsi Klasik
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi
klasik dari hasil penelitian dalam persamaan regresi yang meliputi uji normalitas,

uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas (Asfihan, 2021)
a.) Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel perancu atau residual
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dalam model regresi berdistribusi normal. Uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai
residual mengikuti distribusi normal. Ketika asumsi sampel kecil dilanggar.
Keputusannya adalah apakah residual berdistribusi normal atau tidak,
mengingat probabilitas dan probabilitas JB dan nilai Jarque-Bera lebih besar dari

0,05 maka data dikatakanberdistribusi normal.
Ho : Residual berdistribusi normal (Probabilitas dan Jarque-Bera > 0,05)
Ha : Residual tidak berdistribusi normal (Probabilitas dan Jarque-Bera < 0,05)

b.) Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka
disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi masalah
heterokedastisitas. Heteroskedastisitas adalah varians residu tidak konstan
(Widarjono, 2018). Untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas dalam model
dapat menggunakan dua metode, yakni metode informal dan metode formal.
Metode informal merupakan metode yang paling cepat dan dapat digunakan untuk
menguji masalah heteroskedastisitas, melalui sebuah grafik pola residual. Jika

residual membentuk pola tidak pasti maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Sebaliknya jika residual menunjukkan pola tertentu maka akan terjadai masalah
heteroskedastisitas. Untuk metode formal digunakan beberapa metode yakni
Metode Park, Metode Glejser, Metode White, Metode Korelasi Spearman, Metode
Gold Feld Quandt, dan Metode Breusch-Pagan. Penelitian ini akan menggunakan
Metode White dalam program EViews 12. Mengacu pada Winarno (2017).

Hipotesis dari uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Ho: Homoskedastisitas (tidak terdapat masalah heteroskedastisitas)
Ha: Heteroskedastisitas

Statistik Uji:

¥* — hitung = n.R*
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Bandingkan ¥ — hitung dengan > — tabel (df=jumlah var bebas) apabila nilai y* —
hitung lebih besar dibandingkan ? tabel (df=jumlah var bebas). maka H, ditolak
atau dengan kata lain terdapat masalah heteroskedastisitas, sebaliknya apabila nilai
v*— hitung lebih kecil y*> tabel maka tidak terdapat masalah heterokedastisitas
(Winarno, 2017).

¢.) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen.
Jika antarvariabel independen terjadi multikolinearitas sempurna, maka koefisien
regresi variabelindependen tidak dapat ditentukan dan nilai standart error menjadi
tak terhingga. Jika multikolinearitas antar variabel independen tinggi, maka
koefisien regresi variabel independen dapat ditentukan, tetapi memiliki nilai
standard error tinggi berarti nilai koefisien regresi tidak dapat diestimasi dengan
tepat. Suatu regresi dikatakan terjadi multikolinearitas apabila nilai matrik korelasi
(correlation matrix) < 0,85.

Ho : Tidak terjadi multikolinearitas (correlation matrix < 0,85)

H. : Terjadi multikolinearitas (correlation matrix > 0,85)

d.) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuanuntuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan
residual periode saat ini (¢?) dan kesalahan periode sebelumnya (#-/) dalam model
regresi linier. Ketika ada korelasi, itudisebut masalah autokorelasi. Autokorelasi
muncul karena pengamatan yang berurutan terkait dari waktu ke waktu. Untuk
mendeteksi adanya autokorelasi atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan
uji Durbin Watson (DW) dan Uji LM (Lagrange Multiplier). Dalam penelitian ini

akan menggunakan uji DW. Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak terjadi autokorelasi

H.: Terjadi autokorelasi

Menurut Santoso, (2019) hasil uji DW diklasifikasikam sebagai berikut:

1.) Nilai DW dibawah -2 artinya terjadi masalah autokorelasi positif



50

2.) Nilai DW diantara -2 sampai 2 artinya tidak terjadi masalah autokorelasi

3.) Nilai DW diatas 2 atinya terjadi masalah autokorelasi negatif

3.6.2 Regresi Data Panel

Berikut adalah keunggulan metode data panel menurut Wibisono (2005) anatar lain:

1.) Data panel memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan heterogenitas
individu secara eksplisit dengan adanya variabel yang spesifik untuk setiap
individu.

2.) Pengendalian terhadap heterogenitas individu ini memungkinkan data panel
untuk digunakan dalam pengujian serta pembangunan model perilaku yang
lebih kompleks.

3.) Data panel didasarkan pada observasi cross-section yang berulang-ulang
seiring waktu (time series), sehingga metode ini cocok untuk studi mengenai
penyesuaian dinamis.

4.) Banyaknya observasi memberikan keuntungan berupa data yang lebih
informatif, lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas antar variabel, serta
meningkatkan derajat kebebasan, yang pada akhirnya menghasilkan estimasi
yang lebih efisien.

5.) Data panel dapat diterapkan untuk menganalisis model perilaku yang
kompleks.

6.) Data panel mampu meminimalkan bias yang mungkin terjadi akibat

penggabungan data individu.

Keunggulan-keunggulan tersebut memiliki implikasi pada tidak harus dilakukan
pengujian asumsi klasik dalam model data (Suteja & Gunardi, 2020). Model
regresi data panel yang hanya dipengaruhi oleh satu unit (unit cross-sectional)
atau unit waktu disebut model komponen satu arah, sedangkan model regresi data
panel , yang mempengaruhi kedua unit (unit cross-sectional dan unit waktu),
disebut model komponen dua arah. Secara umum, dua pendekatan digunakan
untuk mengestimasi model data panel, yaitu model efek individual (common

effect) dan model efek individual (fixed effect dan random effect) dalam buku
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Agus Widarjono (2016). Analisis regresi data panel merupakan analisis
berdasarkan data panel untuk melihat hubungan antara variabel dependen dengan
variabel independen. Adatiga pendekatan regresi data panel (Widarjono, 2005)

a) Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model adalah pendugaan yang mengumpulkan semua deret waktu
dan data cross-sectional dan menggunakan pendekatan OLS (ordinary least
squares) untuk memperkirakan parameter. Metode OLS merupakan salah satu
metode yang paling populer untuk mengestimasi nilai parameter dalam persamaan
regresi linier.

b) Fixed Effect Model (FEM)

Pendekatan model fixed effect mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu
adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). Bentuk model
ini sering disebutsebagai model LSDV. Selain itu, model ini mengasumsikan
bahwa koefisien regresi (Slope) adalah konstan di seluruh perusahaan dan dari
waktu ke waktu. Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap
perbedaan antar individu.

¢.) Random Effect Model (REM)

Pendekatan yang dipakai dalam random effect mengasumsikan setiap perusahaan
mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel
random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang
diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil
populasi. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi
sepanjang cross section dan timeseries.Teknik ini juga memperhitungkan bahwa

error mungkin berkorelasi sepanjang time series dan cross section.

3.6.3 Pemilihan Model Regresi Estimasi Data Panel

a.) Uji Chow

Uji Chow merupakan uji untuk mengetahui apakah model yang digunakan
merupakan model common effect atau fixed effect. Pengujian ini digunakan untuk

mengetahui apakah teknik regresi data panel menggunakan metode fixed effect.

lebih baik daripada regresi model data panel tanpa variabel dummy atau metode
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efek umum. Hipotesis nol untuk pengujian ini adalah intersepnya sama, atau
dengan kata lain model yang benar untuk regresi data panel adalah efek umum,
dan hipotesis alternatifnya adalah intersepnya tidak sama atau model yang tepat
untuk regresi data panel adalah Fixed Effect. Nilai F-statistik yang dihitung
mengikuti distribusi F-statistik dengan m derajat kebebasan (df) untuk
pembilangnya dan n-k pembilangnya adalah jumlah limit atau kendala dalammodel
tanpa variabel dummy.

b.) Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan untuk memutuskan apakah yang terbaik menggunakan
model efek tetap atau acak. Pengujian Hausmann didasarkan pada pemikiran
bahwa LSDV efisien pada metode fixed effect dan GLS sedangkan metode OLS
tidak efisien,sebaliknya alternatifnya adalah metode OLS yang efisien dan GLS
tidak efisien. Oleh karena itu, uji hipotesis nol adalah hasil estimasi keduanya tidak
berbeda, sehingga uji Hausman dapat dilakukan berdasarkan selisih estimasi
tersebut. Akibat metode Hausman, selisih kovarians antara penduga efektif dan
penaksir tidak efektif adalah nol,sehingga uji Hausman ini mengikuti distribusi chi-
kuadrat menurut kriteria Wald. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi
statistik chi-square dengan k derajat kebebasan, dimana k adalah jumlah variabel
independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis, maka model
efek tetap adalah model yang benar, sedangkanjika nilai statistik Hausman lebih
kecil dari nilai kritis, model efek acak adalah model yang benar.

¢.) Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) bertujuan untuk mengetahui model random effect
manayang lebih baik dari model OLS. Tujuannya adalah menguji model efek acak
dengan menggunakan nilai residual metode OLS. Uji LM didasarkan pada
distribusi chi- kuadrat dengan derajat kebebasan sama dengan jumlah variabel
independen. Jika statistik LM lebih besar dari nilai kritis statistik chi-kuadrat, kami
menolak hipotesis nol. Artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel
adalah metode efek acak OLS. Sebaliknya, jika nilai statistik LM kurang dari nilai

statistik chi-kuadrat sebagai nilai kritis, hipotesis nol diterima. Oleh karena itu,
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tidak ada estimasi efek acak yang dapat digunakan untuk regresi data panel, tetapi

metode OLS yang digunakan.

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Menurut Iskandar Amin (2012), uji hipotesis berguna untuk menguji signifikan
koefisien regresi yang didapat. Artinya, koefisien regresi yang didapat secara
statistik tidak sama dengan nol, karena jika sama dengan nol maka dapat dikatakan
bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh
terhadap variabel terikatnya. Untuk kepentingan tersebut, maka semua koefisien
regresi harus diuji. Ada dua jenis hipotesis terhadap koefisien regresi yang dapat

dilakukan, yaitu:

a.) Uji t-Statistik (Uji Parsial)

Uji-t statistik menguji hubungan atau pengaruh dari masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen secara (parsial) (Widarjono, 2009).

Pengujian tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi digunakan uji t

sebagai berikut:

1. Infrastruktur jalan terhadap perluasan akses dan kesempatan
Ho1 : B1= 0 (Infrastruktur jalan tidak berpengaruh terhadap perluasan akses dan
kesempatan)
Hai: B1> 0 (Infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap perluasan akses dan
kesempatan)

2. Infrastruktur listrik terhadap perluasan akses dan kesempatan
Hoz : B2 = 0 (Infrastruktur listrik tidak berpengaruh terhadap perluasan akses dan
kesempatan)
Haz : B2> O (Infrastruktur listrik berpengaruh positif terhadap perluasan akses
dan kesempatan)

3. Infrastruktur air terhadap perluasan akses dan kesempatan
Hos : B3 = 0 (Infrastruktur air tidak berpengaruh terhadap perluasan akses dan
kesempatan)
Haz : B3> 0 (Infrastruktur air berpengaruh positif terhadap perluasan akses dan
kesempatan)

4. Infrastruktur telekomunikasi terhadap perluasan akses dan kesempatan
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Hos : B4 = 0 (Infrastruktur telekomunikasi tidak berpengaruh terhadap perluasan
akses dan kesempatan)
Has : B4> 0 (Infrastruktur telekomunikasi berpengaruh positif terhadap perluasan
akses dan kesempatan)

Kriteria pengujiannya adalah:

e Jika nilai t-statistik > nilai t-tabel maka H(Q ditolak dan menerima H,
e Jika t-statistik< nilai t-tabel maka H( diterima dan menolak H,
Jika Ho ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap

variabel terikat. Jika Ho diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak berpengaruh

nyata terhadap variabel terikat.
b.) Uji f-statistik (Uji Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau
bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-samaan

terhadap variabel independen (Iskandar Amin, 2012)

1. HO : PBi1, P2, B3, P4= O artinya variabel infrastruktur jalan, infrastruktur
listrik, infrastruktur air, dan infrastruktur telekomunikasi secara bersama-

sama tidak berpengaruh signifikan terhadap perluasan akses dan kesempatan

2. Ha: B1, B2, B3, P4 # O artinya, varaibel infrastruktur jalan, infrastruktur listrik,
infrastruktur air, dan infrastruktur telekomunikasi secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap perluasan akses dan kesempatan
Kriteria pengujiannya adalah:

e HO ditolak jika nilai Fhitung > nilai Ftabel atau probabilitas > alpha 0,05,

yang berarti secara bersama-sama atau salah satu dari variabel independen

berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen.

e HO diterima jika nilai Fhitung < nilai Ftabel atau probabilitas < alpha
0,05, yang berarti secara bersama-sama atau salah satu dari variabel
independen tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel

dependen.
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3.6.5 Koefisien Determinasi (R?)

Menurut, Gujarati, n.d. (2004) Koefisien Determinasi (Goodness of Fit) dinotasikan
dengan R-squares yang merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena
dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi.
Koefisien determinasi (R?) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan
variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi
antara 0 dan 1. Nilai (R?) terbagi menjadi dua hal, yaitu jika nilai (R?) lebih besar
(mendekati nilai 1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat terbalik
jika nilai (R?) lebih besar (mendekati nilai 0), maka pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat berkurang, sehingga nilai (R?) antara 0 sampai 1 atau 0 <
R’*< 1. Sedangkan adjusted-R’ merupakan R? yang telah disesuaikan
dengan jumlah variabel. Jika selisih R?> dengan adjusted R?> < 5% maka
menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam model adalah baik,
sedangkan jika selisih antara keduanya > 5% menunjukkan bahwa terdapat variabel
yang buruk atau dapat merusak hasil estimasi. Nilai adjusted-R’ dalam
persamaan memiliki selisih dengan R?> < 5%. Artinya variabel yang digunakan

dalam model persamaan merupakan variabel yang baik.

3.7 Tipologi

Penelitian ini untuk menjawab tujuan ke 5 penelitian hubungan perwilayah terkait
infrastruktur jalan, listrik, air dan telekomunikasi terhadap indeks perluasan akses
dan kesempatan objek menggunakan model Tipologi. Model Analisis Tipologi
Klasen digunakan untuk mengetahui gambaran pola dan perluasan akses dan
kesempatan di masing-masing provinsi di Indonesia. Tipologi Klasen pada
dasarnya membagi wilayah berdasarkan dua indikator utama, yaitu indeks
perluasan akses dan kesempatan dan infrastruktur jalan, listrik, air dan
telekomunikasi Provinsi di Indonesia sebagai sumbu vertikal dan rata-rata
infrastruktur jalan, listrik, air dan telekomunikasi sebagai sumbu horizontal.
Dengan cara demikian akan dapat diketahui daerah yang memiliki karakteristik
pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda antara lain: daerah maju dan

tumbuh cepat, daerah berkembang cepat, daerah maju tapi tertekan dan daerah
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relatif tertinggal (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023). Untuk dapat
membandingkan tingkat kemajuan suatu wilayah dengan wilayah lain dalam suatu
lingkup referensi yang sama, maka dapat digunakan Tipologi Klassen sebagai alat
analisis. Menurut Leo Klassen (1965), analisis ini digunakan untuk mengetahui

gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah.

Tabel 7. pengelompokan Daerah Berdasarkan Tipologi

Infrastruktur Jalan, Listrik, Air

dan Telekomunikasi (y)

Indeks Perluasan

Akses dan Kesempatan

()

Infrastruktur Jalan,
Listrik, Air dan
Telekomunikasi

diatas rata-rata (yi >

y)

Infrastruktur
Jalan, Listrik, Air
dan
Telekomunikasi

dibawah rata-rata

(yi<y)

Perluasan Akses dan Kesempatan

Daerah maju dan

Daerah maju tapi

diatas rata-rata (ri > r) cepat bertumbuh tertekan
Perluasan Akses dan Kesempatan | Daerah berkembang | Daerah relatif
dibawah rata-rata (r; <r) cepat tertinggal

Keterangan:

ri : Rata-rata perluasan akses dan kesempatan daerah/Provinsi di Indonesia

r : Rata-rata perluasan akses dan kesempatan daerah/Provinsi di Indonesia

yi :Infrastruktur (Jalan, Listrik, Air dan Telekomunikasi) daerah/Provinsi di

Indonesia

y : Rata-rata Infrastruktur (Jalan, Listrik, Air dan Telekomunikasi) daerah/Provinsi

di Indonesia
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a) Kuadran I:
Daerah Maju dan cepat tumbuh, daerah analisis yang memiliki laju perluasan
akses dan kesempatan lebih besar dibandingkan rata-rata indeks perluasan akses
dan kesempatan di daerah referensi, serta memiliki nilai infrastruktur (jalan,
listrik, air dan telekomunikasi) lebih besar dibandingkan Infrastruktur (jalan,
listrik, air dan telekomunikasi) daerah yang menjadi referensi

b) Kuadran II:
Daerah Maju tapi tertekan, daerah analisis yang memiliki laju perluasan akses
dan kesempatan lebih besar dibandingkan rata-rata perluasan akses dan
kesempatan di daerah referensi, namun memiliki nilai Infrastruktur (jalan, listrik,
air dan telekomunikasi) lebih kecil dibandingkan Infrastruktur (jalan, listrik, air
dan telekomunikasi) daerah yang menjadi referensi

¢) Kuadran III:
Daerah berkembang cepat, daerah analisis yang memiliki laju perluasan akses
dan kesempatan lebih kecil dibandingkan rata-rata perluasan akses dan
kesempatan di daerah referensi, namun memiliki nilai Infrastruktur (jalan, listrik,
air dan telekomunikasi) lebih besar dibandingkan Infrastruktur (jalan, listrik, air
dan telekomunikasi) daerah yang menjadi referensi.

d) Kuadran IV:
Daerah relatif tertinggal, daerah analisis yang memiliki laju perluasan akses dan
kesempatan lebih kecil dibandingkan rata-rata perluasan akses dan kesempatan
di daerah referensi, serta memiliki nilai Infrastruktur (jalan, listrik, air dan
telekomunikasi) lebih kecil dibandingkan Infrastruktur (jalan, listrik, air dan

telekomunikasi) daerah yang menjadi referensi
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh
infarstruktur jalan, listrik, air dan telekomunikasi atas pengaruhnya terhadap indeks
perluasan akses dan kesempatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2018 hingga

2022. Adapun simpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Panjang jalan provinsi dalam km berpengaruh positif secara signifikan
terhadap perluasan akses dan kesempatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2018-
2022, menunjukkan bahwa semakin baik kualitas dan aksesibilitas jalan,
semakin luas pula kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan dasar
dan kegiatan ekonomi.

2. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber utama listrik PLN
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perluasan akses dan kesempatan
34 provinsi di Indonesia tahun 2018-2022, yang mengindikasikan bahwa
tingginya rasio elektrifikasi, terutama yang didominasi oleh PLN, belum
mampu menciptakan perbedaan akses yang berarti antar wilayah.
Ketergantungan pada satu sumber listrik, distribusi yang tidak merata, serta
kualitas layanan yang belum optimal menjadi kendala utama. Masih banyak
daerah, khususnya wilayah 3T, yang belum menikmati akses listrik secara
menyeluruh.

3. Persentase rumah tangga sumber air minum layak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap perluasan akses dan kesempatan 34 provinsi di Indonesia
tahun 2018-2022, menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap indeks
tersebut, menandakan bahwa ketersediaan air bersih yang memadai berperan

penting dalam meningkatkan layanan dasar dan kegiatan ekonomi.
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Persentase rumah tangga yang menguasai/memiliki telepon selurel

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap perluasan akses dan

kesempatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2018-2022, yang dapat disebabkan

oleh disparitas dalam akses internet dan penggunaan teknologi digital di

berbagai wilayah yang masih belum merata terutama di wilayah bagian timur.

Naiknya jumlah sambungan telepon setiap tahunnya apabila tidak dibarengi

dengan naiknya jumlah pelanggan atau konsumen dapat menghambat

pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur jalan, listrik, air dan telekomunikasi secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap perluasan akses dan kesempatan.

Penggunaan Tipologi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan

infrastruktur tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan akses dan

kesempatan ekonomi. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa masih ada
ketimpangan pembangunan antar daerah.

a. Provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Jawa Tengah,
Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat Kuadran I menjadi episentrum
layanan publik, ekonomi, dan teknologi nasional. Umumnya berada di
(Kuadran I) untuk hampir semua kategori infrastruktur, menandakan
bahwa kondisi fisik dan layanan infrastruktur di wilayah tersebut tergolong
baik. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di provinsi ini perlu
difokuskan pada optimalisasi layanan, peningkatan efisiensi, dan adopsi
teknologi mutakhir, seperti smart infrastructure dan digitalisasi layanan
publik.

b. Provinsi di Sulawesi seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan
Sulawesi Tenggara (kuadran I1I) sudah memiliki infrastruktur yang cukup
baik di sektor listrik dan jalan, tetapi masih tertinggal pada infrastruktur
air dan telekomunikasi. Maka, pembangunan perlu diarahkan pada
penguatan jaringan distribusi air bersih serta perluasan cakupan sinyal dan
jaringan internet, khususnya di daerah pedesaan dan perbukitan.

c. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau umumnya berada

di (Kuadran II-III). Untuk provinsi ini, fokus kebijakan sebaiknya
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diarahkan pada penyempurnaan jaringan air bersih dan perbaikan kualitas
infrastruktur jalan di daerah perdesaan atau pinggiran. Gorontalo, yang
berada di Kuadran II untuk infrastruktur jalan dan telekomunikasi,
membutuhkan pembangunan konektivitas wilayah serta penambahan
kapasitas jaringan digital.

Di wilayah Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten memiliki kondisi
infrastruktur yang cukup merata, namun Banten masih berada di Kuadran
(IIT dan IV) untuk infrastruktur air dan telekomunikasi. Oleh karena itu,
perlu dilakukan revitalisasi jaringan air bersih serta peningkatan cakupan
layanan internet, terutama di wilayah selatan yang relatif tertinggal
dibanding utara.

Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat berada di (Kuadran III-
IV) untuk sebagian besar jenis infrastruktur, yang menunjukkan kondisi
tertinggal. Untuk provinsi Papua Barat yang berada di Kuadran IV hampir
pada seluruh infrastruktur, prioritas utama adalah percepatan
pembangunan jalan penghubung antarwilayah, elektrifikasi desa-desa
terpencil melalui pembangkit energi terbarukan seperti PLTS, penyediaan
air bersih melalui sistem gravitasi dan penampungan hujan, serta
pembangunan menara telekomunikasi berbasis satelit guna menjangkau
daerah tanpa sinyal. Provinsi NTB dan Maluku menunjukkan pola serupa,
dengan kondisi infrastruktur jalan dan air berada di Kuadran IV. Oleh
karena itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan kabupaten dan
jembatan perlu diperluas, diikuti dengan program penyediaan air berbasis
komunitas dan penguatan jaringan listrik berbasis hybrid (solar-diesel).
Sedangkan di Sulawesi Barat, masalah utama terletak pada akses air dan
listrik, sehingga dibutuhkan intervensi berupa perluasan jaringan PLN dan
penyediaan air bersih berbasis sumber lokal.

Provinsi seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan
Bangka Belitung menunjukkan kondisi infrastruktur air dan jalan yang

masih rendah (Kuadran III-1V), sehingga memerlukan pembangunan
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infrastruktur yang berorientasi pada keterhubungan antarwilayah serta
penguatan layanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan
infrastruktur dasar belum seimbang dan perlu diprioritaskan untuk
menunjang sektor pariwisata dan perdagangan di wilayah kepulauan.
Secara keseluruhan bahwasannya infrastruktur jalan dan infrastruktur air sudah
menyebar secara merata wilayah tersebut yang memiliki indeks perluasan
akses dan kesempatan lebih besar, serta memiliki nilai infrastruktur lebih besar
artinya daerah tersebut yang berada di kuadran I dan II, sedangkan infrastruktur
listrik dan infrastruktur telekomunikasi belum meratanya secara keseluruhan
wilayah tersebut harus ditekankan pembangunan infrastruktur rata-rata
wilayah tersebut daerah kawasan timur yang belum menyebar luas wilayah
yang memiliki indeks perluasan akses dan kesempatan lebih kecil serta

memiliki nilai infrastruktur lebih kecil di kuadran III dan IV.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil dari pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan,

meskipun masih terdapat banyak kekurangan, diharapkan penelitian ini dapat

menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan pihak-pihak terkait

yang membutuhkan. Saran yang dapat diberikan antara lain:

1.

Optimalisasi infrastruktur listrik dan telekomunikasi meskipun hasil penelitian
menunjukkan bahwa listrik dan telekomunikasi tidak berpengaruh signifikan,
perlu ada evaluasi lebih lanjut terkait faktor-faktor yang menghambat
dampaknya terhadap akses dan kesempatan masyarakat. Peningkatan kualitas
layanan listrik dan pemerataan akses internet dapat menjadi solusi untuk

meningkatkan dampaknya.

. Pemerintah provinsi harus mampu mendorong dan meningkatkan infrastruktur

masing-masing dengan mengoptimalkan kategori-kategori klasifikasi maju dan
tumbuh cepat atau yang menjadi andalan di provinsi setempat kuadran I. Namun
tidak menutup kemungkinan, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan
dan mendorong infrastruktur jalan, listrik, air dan telekomunikasi klasifikasi

berkembang cepat dan potensial dalam jangka menengah dan jangka panjang
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bisa menjadikan sektor maju dan tumbuh cepat. Selain itu, kategori-kategori
yang masih relatif tertinggal yang berada di kuadran IV bisa dipacu supaya
dalam jangka menengah maupun jangka panjang bisa menjadi kategori
berkembang cepat ataupun potensial untuk berkembang.

. Secara keseluruhan, Kuadran III dan IV perlu mendapatkan perhatian lebih besar
dalam hal pembangunan infrastruktur karena kondisi infrastruktur yang kurang
memadai dan indeks yang rendah. Pembangunan infrastruktur yang merata di
seluruh wilayah Indonesia sangat penting untuk mengurangi kesenjangan antar
daerah dan menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi seluruh
masyarakat. Sementara itu, Kuadran I dan II dapat lebih fokus pada peningkatan
efisiensi dan penguatan dampak ekonomi dari infrastruktur yang sudah ada.
Dengan pendekatan yang tepat, pembangunan infrastruktur yang inklusif dan
merata akan mendorong perluasan akses dan kesempatan ekonomi yang lebih
adil dan berkelanjutan bagi seluruh provinsi di Indonesia.

A.) Kuadran I (Daerah Maju dan Cepat Tumbuh) seperti Bali, DKI Jakarta,
DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggra Barat,
menunjukkan tingkat perkembangan infrastruktur yang tinggi dan
tumbuh dengan cepat. Rekomendasi kebijakan untuk provinsi-provinsi
ini adalah berfokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi melalui
penerapan teknologi modern, seperti pengembangan smart city,
digitalisasi layanan publik, dan pemanfaatan energi terbarukan.
Pemerintah juga perlu mendorong integrasi lintas sektor dan
infrastruktur, serta meningkatkan investasi dalam inovasi dan teknologi
transportasi, energi, dan komunikasi. Selain itu, pembangunan
infrastruktur berkelanjutan yang ramah lingkungan dan tahan bencana
menjadi penting untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang.

B.) Kuadran II (Daerah Maju tapi Tertekan) seperti Kalimantan Timur,
Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur, sudah
memiliki kemajuan infrastruktur yang signifikan, namun menghadapi
tekanan seperti kemacetan, ketimpangan akses, atau daya dukung

wilayah yang terbatas. Kebijakan yang diperlukan adalah memperkuat
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D.)

125

kapasitas dan ketahanan infrastruktur melalui pemeliharaan berkala,
peningkatan distribusi layanan ke wilayah pinggiran, dan optimalisasi
tata ruang. Pemerintah daerah juga perlu memperbaiki sistem manajemen
infrastruktur, mengurangi beban pusat kota, serta memperluas jaringan
ke wilayah perdesaan untuk mengurangi ketimpangan dan menjaga
keberlanjutan pembangunan.

Kuadran III (Daerah Berkembang Cepat) seperti Banten, Jambi,
Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, dan Maluku, memiliki potensi
pertumbuhan infrastruktur yang besar namun masih berada dalam fase
transisi. Oleh karena itu, kebijakan harus difokuskan pada percepatan
pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung ekonomi wilayah,
seperti peningkatan konektivitas antarwilayah, pembangunan jaringan
listrik dan air bersih, serta penyediaan layanan internet yang merata.
Pemerintah perlu memberikan dukungan investasi, baik melalui
anggaran nasional maupun kerja sama dengan sektor swasta, serta
membangun kapasitas kelembagaan dan SDM daerah untuk mengelola
pembangunan secara efektif.

Kuadran IV (Daerah Relatif Tertinggal) seperti Papua, Papua Barat,
Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara, membutuhkan intervensi
kebijakan yang bersifat afirmatif dan berskala prioritas. Pemerintah harus
mengarahkan program pembangunan infrastruktur dasar secara intensif,
seperti jalan perintis, jaringan listrik desa, air bersih, dan akses
telekomunikasi di wilayah terpencil. Pembangunan harus dilakukan
dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal,
memperhatikan kondisi geografis dan budaya setempat. Diperlukan
sinergi lintas kementerian dan dukungan anggaran khusus untuk
mempercepat pengentasan ketertinggalan dan meningkatkan kualitas

hidup masyarakat di wilayah ini.
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